
PEMBENTUKAN 
"ERA TURIN 

P 1 AT, 
DAN DESA 

Tj ond.ro Tirtamulia 



PEMBENTUKAN PERATURAN 
PUSAT, DAERAH, DAN DESA 

Tjondro Tirtamulia 



PEMBENTUKAN PERATURAN 
PUSAT, DAERAH, PAN DESA 

Penulis: 
Tjondro Tirtamulia 

Copy Editor: 
Thomas S. lswahyudi 

Tata Letak dan Desain Sampul: 
Indah S. Rahayu 

ISBN: 978-623-8038-07-7 

Cetakan Pertama Januari 2023 

Penerbit: 
Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah 
Universitas Surabaya 

Anggota IKAPI & APPTI 

JL Ray a Kalirungkut Surabaya 60293 
Telp. (62-31) 298-1344 
E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id 
Web: ppi.ubaya.ac.id 

Hak. cipta dilindungi Undang-undang. 
Dilarang memperbanyak kruya tulis ini 
dalam bentuk dan dengan cara apapun 
tanpa izin tertulis dari penerbit. 

Pembentukan Peraturan 
ii Pusat, Daerah dan Desa 



KATA PENGANTAR 

Ide negara hukum sangat terkait dengan positivisme hukum 
yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara 
sadar oleh Pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini 
menyebabkan kedudukan peraturan perundang-undangan menjadi 
sangat strategis sebagai rangkaian kegiatan dan usaha yang terarah 
menurut tatanan hukum nasional. 

Tulisan ini merupakan usaha merekam bahan dasar pem­
bentukan peraturan perundang-undangan yang senantiasa 
mengalami penyesuaian dalam praktiknya, sebagaimana diketahui 
bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, telah mengalami 
perubahan mendasar terlebih dengan adanya metoda omnibus 
law dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 

Semoga buku ini dapat tetap memberi manfaat, menarnbah 
dan memperkaya pengetahuan tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang -undangan. 

Surabaya, Desember 2022 
Penulis 
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1 PERSPEKTIF HUKUM 
DALAM NEGARA 

S 
udikno Mertokusumo1 menyatakan bahwa hukum tidak lepas 
dari kehidupan manusia, oleh karenanyajika membicarakan 

hukum akan sama dengan mebicarakan kehidupan manusia. 
Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berkembang menurut 
kehidupannya dan harus dipenuhi. Kepentingan merupakan suatu 
tuntutan perorangan atau kelompok manusia untuk kepentingannya 
hidup dan bermasyarakat. 

Ma!lusia menurut Aristoteles adalah "zoon politicon" atau 
dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial dalam kodrat 
alamnya, oleh karena itu manusia akan mempunyai mempunyai 
sifat, watak, dan kehendak menurut alamiahnya. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, manusia akan berkumpul bersama. Masyarakat 
sebagai suatu kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu 
dan akan bekerja sama untuk mencapai keinginan secara bersama. 

1 Sudikno Mcrtokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogya­
karta, 2008, h. 1. 
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Jadi harus ada kepentingan bersama untuk manusia bermasyarakat, 
namun hal ini tidak selalu dapat diwujudkan, karena adanya 

pertentangan yang mungkin saja dapat timbul dalam mewujudkan 

keinginan bersamanya. 
Memang dalam hidup manusia terdapat kaidah-kaidah2 sosial, 

seperti kaidah kepercayaan atau keagamaan, kesusilaan, sopan 
santun atau adat. Pada awalnya memang kaidah-kaidah tersebut 
tidak dibedakan dalam berlakunya di kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin 
berlangsungnya ketertiban antar-kepentingan manusia diperlukan 

adanya kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia 
selanjutnya dan yang bel urn terlindungi oleh kaidah-kaidah sosial. 
Pada prinsipnya kaidah hukum merupakan kekuasaan luar diri 
manusia yang memaksa.3 

Untuk dapat bersama secara tertib dibutuhkan "sesuatu" yang 

dapat mengatur "secara paksa" untuk menjamin adanya ketertiban 
dalam hid up bermasyarakat. Marcus Tullius Cicero ( 1 06-43 SM), 
filsufRoma 20 abad yang lalu, menyatakan "ubi societas ibi ius" 
bahwa "where there is society, there is law" yang diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia menjadi "Dimana ada masyarakat disitu 
ada hukum" menunjukan hukum tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat. 

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. 

Hukum terdapat dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat 
selalu ada hukum. Hukum bertitik tolak untuk perlindungan 

manusia terhadap pencerminan kepentingan manusia yang satu 
dengan lainnya agar tidak bertentangan dengan kepentingan 
bersama.4 

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum 

2 Dalam tulisan tertentu, istilah "kaidah" kadangkala dipersamakan dengan is­
tilah "norma" 

2 

3 Sudilmo Mcrtokusumo, Op.Cit., h. 5-13 . 
4 Ibid., h. 28-29. 

I Pembentukan Peraturan 
Pusat, Daerah dan Desa 



bukanlah sekadar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, karena 
arti pentingnya hukum adalah pada sistematis hubungan antara 

peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, sehingga hukurn akan 
merupakan suatu sistem, tatanan satu kesatuan utuh yang bekerja 
sama untuk mencapai tujuan terse but. 5 Hukum sebagai sekumpulan 

peraturan dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat 
dalam bernegara, sedangkan hukum dalam sistem merupakan 
rangkaian peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
hubungan sosial masy arakat dalam suatu negara. 

Dengan demikian hubungan antara negara dan hukum akan 
saling terkait, karena yang menata negara adalah hukum. Tertatanya 
hukum dilakukan pemerintah penyelenggara negara. Jika tidak ada 

hukum di suatu negara, maka dapat dipastikan masyarakat tidak 
akan hidup dengan tertib bahkan dapat menyebabkan terjadinya 
"homo homini lupus" ataupun "bellum omnium contra omnes" 
yang dikemukakan Thomas Hobbes. Pembentukan atau pembuatan 
hukum dilakukan oleh negara melalui lembaga yang berwenang. 

Negara dalam hal ini pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya 
pasti membutuhkan hukum untuk mengatur rakyatnya. 

Demikian pula, Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) 
membawa makna hak dan kewaj iban yang mendalam bagi wargany a 
untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Meskipun pada awalnya dimaksudkan sebagai pembatasan 

kekuasaan negara oleh hukum. Keberadaan "negara hukum" pada 
umumnya· merupakan pengertian negara hukum sebagai negara 
ketika tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas 

hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari 
pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut 
kehendaknya sendiri .6 

5 Ibid., h. 122. 
6 Bintan R. Saragih , Peranan DPR-GR periode 1965-1971 da1am Menegakkan 

Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi Doktor pada 
F akultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Ban dung, 1991, h. 11. 
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Memang ada teori yang menjelaskan konsep negara hukum 
yaitu teori "rechtsstaat" (yang diperkenalkan oleh Immanuel 
Kant dan Friedrich Julius Stahl) dan teori "rule of law" (yang 
diperkenalkan oleh A.V. Dicey). Kedua konsep Negara hukum 
ini tidak dapat dipertukarkan, atau bahkan disamakan dalam 
penyebutan Negara hukum, karena dalam kedua istilah ada 
perbedaan yang terkait dengan sistem hukum yang dianut. 

Konsep "rechtsstaat' berlaku di Eropa Kontinental mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut7: 
a. hak-hak asasi manusia; 
b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak 

itu; 
c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan 
d. peradilan administrasi dalarn perselisihan. 
Sedangkan untuk konsep "rule c?f law" berlaku di Anglo-saxon 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut8
: 

a. supremasi aturan-aturan hukum; 
b. kedudukan yang sama dihadapan hukum; 
c. terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang. 

Namun demikian, gagasan negara hukum konsep "rechtsstaat' 

maupun "role of law" merupakan gagasan modem yang mempunyai 
banyak perspektif dan dapat dikatakan selalu aktual untuk 
diperbincangkan, dan merupakan penamaan yang diberikan oleh 
ahh hukum terhadap gagasan konstitusionalismeY 

Hal yang menjadi ciri khas sistem kontinental adalah keberadaan 
peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan 
merupakan salah satu implementasi dari prinsip negara hukum atau 
dengan kata lain lagi dapat dinyatakan bahwa sendi utama dari 

7 Oemar Seno Adji, Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, PT. Seruling 
~asa, Jakarta, 1966, h. 24. 

8 Miriam l3udiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramcdia Pustaka Utama, Ja­
karta, 2007, h. 58. 

9 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tcntang 
Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, J ,iberty, Yogyakarta, 1993, h. 27. 
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sistem hukumnya adalah peraturan perundang-undangan. Dalam 

sistem kontinental, peraturan perundang-undangan sebagai bentuk 

peraturan tertulis akan berfungsi untuk memberikan nilai terhadap 

norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga akibat adanya fungsi itu peraturan perundang­

undangan tidak lagi hanya mengatur namunjuga mengarahkan atau 
membentuk pola kehidupan masyarakat. 

Namun dalam perkembangan bernegara ternyata tidak cukup 

atas dasar negara hukum, karena dalam kehidupan bernegara 

terdapat penyelenggara negara. Oleh karena itu hal ini juga 
berpengaruh terhadap pengunaan "rechtsstaat' dalam pembentukan 

hukum dalam negara. Kepentingan-kepentingan penyelenggaraan 

negara menjadi berpengaruh, jika sumber hukum tertinggi negara 

menyatakan yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke 

4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnyadisebut UUD 1945), menegaskan "Negara 

Indonesia berdasar atas hukum dalam arti secara sekaligus juga 

negara pengurus (Verzorgingsstaat)10
. 

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan, konsep "rechtsstaat" 
di eropa barat lahir untuk menentang absolutisme kekuasaan. Tujuan 

yang ingin dicapai adalah melindungi hak-hak manusia. Dalam 
"rechtsstaat' yang dilandasi cita negara individualistik, undang­

undang untuk membatasi tindakan pemerintah. Jadi meskipun 

Indonesia merupakan "rechtsstaat" dan "verzorgingsstaat" 
sekaligus, terdapat perbedaan lebih dari sekadar yang dimaksud 
dalam "rechtsstaat" yaitu pada "verzorgingsstaat" perundang­

undangan bukan lagi saran a kodifikasi melainkan sarana modifikasi 

kehidupan masyarakat. 11 

10 Maria Farida Indriati Soeprapto I, Ilmu Perundang-lllldangan 1: Jenis, Fung­
si, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 1. 

II A. Hamid S. Attamimi I, Peranan Perundang-lllldangan Dalam Negara Re­
publik Indonesia - llmu Pcngetahuan Perundang-lllldangan Diperlukan Kehadirannya, 
J\rtikel pada Jumal Justitia Et Pax, UniversitasAtrna Jaya- Yogyakarta, 1985, h. 5. 
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Perbedaan dalam kaitan memandang hubungan manusia 
dan negara, menurut A. Hamid S. Attamimi, karena Indonesia 
memandang negara sebagai peningkatan dari bentuk paguyuban 
masyarakat. Perundang-undangan yang menampung nilai dan 
kaidah hukum yang berlaku di masyarakat,jugamengemban fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan Presiden, 
sehingga dalam "verzorgingsstaat" yang sosial campur tangan 
pemerintah malah diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan 
kehidupan masyarakatnya.12 

Perkembangan ini berpengaruh pada hukum, hukum negara, 
atau yang disebut peraturan perundang-undangan. Hal ini 
dikarenakan ada kewajiban negara menurut konstitusi yang hukum 
juga harus dapat memajukan kepentingan-kepentingan lain dalam 
penyelenggaraan negara, seperti perwujudan kesejahteraan rakyat, 
ekonomi, budaya dan sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan 
bemegara. 

Campur tangan pemerintah dalam kehidupan bernegara 
diperlukan untuk mencapai tujuan negara, sehingga berpengaruh 
pula pada hukum atau peraturan perundang-undangan dalam tujuan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang berlakunya hukum 
berkaitan dengan "kebijakan" negara yang dilakukan pemerintah 
dalam penyelenggaraan negara. "kebijakan" inilah yang disebut 
dengan politik hukum peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian politik hukum peraturan perundang-undangan mengarah 
pada pembentukan hukum yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masyarakat dan 
hukum tidak bisa dipisahkan, karena prinsipnya hukum diciptakan 
untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat 
dan bernegara. Negara dalam membentuk hukum atau peraturan 
perundang-undangan tentunya tidak sekadar membentuk, namun 

6 

12 Ibid. 
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2 
NEGARA HUKUM, 
PERUNDANG-UNDANGAN 
DAN SISTEM 
HUKUM NASIONAL 

I
ndonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila 
dan UUD 1945, memberikan wawasan pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan segala aspek kehidupan 

dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 
termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. 
Secara umum "negara hukum" dapat diartikan sebagai negara 
yang tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas 

hukum u_ntuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari 
pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut 
kehendaknya sendiri. 26 

Dengan memperhatikan alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, 
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dalam arti secara 
sekaligus juga negara pengurus (T/erzorgingsstaat)27

, Perkembangan 
"rechtsstaat" yang beralih menjadi " Verzorgingsstaat" merupakan 

26 Bintan R. Saragih, Loc.Cit. 
27 Maria Farida Indriati Soeprapto I, Op.Cit., h. 1. 
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istilah yang berbeda, sehingga berpengaruh pula pada perundang­
undangan. Penerapan pembentukan peraturan perundangan menjadi 
tidak sekadar berdasarkan hukum semata, namun juga mengarah 
pada bagaimanakah dengan perundang-undangan yang dibentuk 
negara dapat memajukan kesejahteraan rakyat, kepentingan 
ekonomi rakyat (welvaarstzorg), kepentingan budaya dan 
sosialnya (welzUndzorg), dan kepentingan lingkungan hidupnya 
(milieuzorg) yang dapat diwujudkan penyelenggara pemerintahan 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara28

. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara memang pada dasarnya memerlukan adanya 
campur tangan pemerintah atau campur tangan pemerintah dalam 
mengelola pemerintahan malah diperlukan dan atau tidak dapat 
dihindarkan sesuai dengan amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 
1945, sehingga berpengaruh pula pada pengembangan ilmu di 
bidang perundang-undangan yang mendorong fungsi pembentukan 
peraturan tidak hanya melakukan kodifikasi norma dan nilai 
kehidupan masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan utama 
pembentukan peraturan perundang-undangan secara utuh dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan juga dengan 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Memang ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menentukan, 
bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum" . Asal muasal 
ketentuan ini berasal dari penjelasan UUD 1945 yang "diangkat" 
ke dalam "Satang Tubuh" UUD 1945 melalui perubahan UUD 
1945 yang ketiga dimaksudkan untuk meneguhkan paham bahwa 
Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan 

negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasy arakat. Dalam 
kedudukan sebagai basil perubahan UUD 1945 yang ketiga, UUD 
1945 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apakah 
makna dari yang dimaksud "negara hukum". 
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Namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang­
Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nom or 4899) berkaitan dengan tujuan keberadaan 
lembaga Ombudsman di Indonesia, "mewujudkan negara hukum 

yang demokratis, adil, dan sejahtera" berikut penjelasan dalam 
pasalnya menentukan, bahwa: " Yang dimaksud "negara hukum" 
adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan 

pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan 
demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.", 

maka akan nampak bahwa ketentuan ini adalah sejalan dengan 
amanat yang terkadung dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. 

Meskipun pemberian penjelasan dalam ketentuan pasal4 huruf 
a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dimaksudkan bukan 
dan tidak dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap 

ketentuan Pasal I ayat (3) UUD 1945, tetapi dapat memberikan 
penjelasan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan 

dimaksud tidak hanya dibentuk untuk timbulnya kepastian hukum, 
atau persamaan dihadapan hukum saja namun juga berfungsi 
untuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan 
presiden, sehingga juga akan berpengaruh pada pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan perundang­

undangannya. 
Dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan diharapkan 

diperoleh pembentukan pengertian-pengertian di bidang perW1dang­
undangan dan kejemihannya, Jatar belakang dan problemanya, dan 
kemungkinan pemilihan alternatif serta rasionalisasinya. 29 

Berawal dari dasar objek ilmu hukum adalah hukum yang 
terdiri dari kumpulan peraturan hukum dan ilmu hukum melihat 

29 A Hamid S. Attamimi I, Op.Cit. , h. 6. 
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hukum adalah sebagai suatu "structured whole" atau sistem, yang 
berarti hukum merupakan peraturan hukum yang terkait atau 
tersistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya. Hal ini 

menunjukkan hukum sebagai suatu sistem atau tatanan adalah 
merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan erat dan 

berinteraksi satu sama lainnya, serta berkembang sesuai dengan 
perkembangan hukum untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.30 

Dalam literatur dikenal adanya dua kelompok besar sistem 
hukum yaitu sistem hukum kontinental yang berkembang di Eropa 
daratan dan sistem hukum anglo-saxon dari Inggris. Dalam sistem 

hukum kontinental yang mengutamakan hukum tertulis, maka 
negara-negara yang menganut sistem ini akan selalu berusaha 
menyusun hukumnya dalam bentuk tertulis. Upaya demikian 

dikenal sebagai sistem hukum kodifikasi (codified law) agar 
tercipta kepastian hukum dan dapat melindungi masyarakat dari 
tindak kesewenang-wenangan sehingga seluruh kaidah hukum 
harus tertulis . Awal dari kepastian hukum dari perlakuan kodifikasi 
terutama hanya ditujukan bagi hukum-hukum di Iapangan 

keperdataan, sehingga dalam sistem ini dikenal pula adanya sistem 
hukum sipil (the civil law system). Keberlakuan sistem ini pada 

umumnya menyebar melalui penjajahan. Berbeda dengan sistem 
hukum anglo-saxon yang memiliki sendi utama sistemnya pada 
yurisrudensi, yang berkembang dari kasus-kasus konkret menjadi 
kaidah dan asas hukumnya (case law system). Dalam perkembangan 

kemudian tidak ada lagi negara-negara yang menganut kedua 
sistem hukum ini secara murni atau perbedaan kedua sistem hukum 

tersebut menjadi tidak prinsipiil. Peraturan perundang-undangan 
dan yurisprudensi merupakan faktor komplementer antara satu 
sis tern hukum dengan sistem hukum lainnya. 31 
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Sistem hukum manakah yang berlaku di Indonesia?. Pada 
awalnya sistem hukum yang berlaku merupakan sistem hukum 

yang berkaitan dengan peninggalan Belanda atau yang dikenal 
sebagai sistem hukum kontinental, yang antara lain keberadaannya 
tercermin dalam Burgerlijk Wetboek (yang lazim disebut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata), Wetboek van Koophandel 
(yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan 
Wetboek van .~'trafrecht (yang sekarang di Indonesia diberlakukan 
berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang disebut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 
Meskipun sebenarnya selain hal tersebut juga terdapat hukum 

adat yang masih diakui keberadaannya. Bahkan sej ak adanya negara 

Republik Indonesia atau sejak menyatakan kemerdekaannya, 
sampai dengan saat ini masih ada produk hukum yang diberlakukan 
berdasar pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa "Segal a 
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 

Dasar ini ."32 Pembangunan hukum nasional lndonesianampaknya 
mengarah pada pembentukan hukum secara tertulis dalam bentuk 

unifikasi hukum di seluruh bidang kehidupan masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan hukum masyarakat. 

Hukum yang dibentuk dan ditetapkan negara merupakan 
kesatuan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat 
diketahui hubungan keterkaitannya satu hukum terhadap hukum­

hukum lainnyadalam perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. 
Penataan hukum demikian ini disebut dengan istilah " tata hukum" 

atau recht orde (bahasa Belanda) sebagai kesatuan utuh tatanan 
hukum yang terikat dalam tata hukum yang tunduk pada jenis 
sistem hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. 

32 Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Ta­
hun 1945, dahulu sebclum pembahan tercantum dalam ketentuan pasal II Aturan Per­
alihan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih lang sung berlaku, selarna 
belum diadakan yang baru menumt Undang-Undang Dasar ini." 
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Hukum dalam "kehidupan"nya sangat bergantung pada 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, atau secara 
keseluruhan dalam batas-batas tata hukum yang berlaku akan 
ditentukan oleh politik hukum negara untuk menentukan tujuan 
yang hendak dicapai hukum tersebut melalui kehendak pemerintah 
berdasarkan tujuan negara dalam konstitusinya. 

Hal prinsip yang dilakukan akibat berlakunya politik hukum 
adalah apabila terjadi penyesuaian dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat, maka yang diu bah hanyalah hukum 
yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, 
sehingga tetap dalam satu kesatuan tata hukum yang berlaku. 

Memang berlakunya politik hukum tidak akan terlepas 
dari berlakunya berbagai "kebijakan" negara yang dilakukan 
pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Politik hukum dalam 
hubungannya dengan peraturan perundang-undangan berkaitan 
dengan arahan bagaimana pembangunan hukum nasional di suatu 
negara akan diwujudkan. Dengan demikian politik hukum dalam 
peraturan perundang-undangan akan mengarah pada pembentukan 
hukum yang diinginkan, termasuk aktivitas pembaharuan dan/ 
atau pengembangan hukum berdasarkan kebutuhan hukum yang 
dibutuhkan masyarakat. 

Politik hukum dalam pembangunan hukum nasional saat ini 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 
Tahun 2005-20093\ memiliki arah kebijakan masih memandang 
perlu menyempurnakan atau pembenahan sistem dan politik 
hukum dalam masa lima tahun mendatang yang diarahkan pada 
kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur 
(kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, antara lain 
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"Menata kern bali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan 
kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib 

perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan 
hirarki perundang-undangan;". 

Kegiatan melakukan "peninjauan dan penataan kembali 

peraturan perundang-undangan" berkaitan erat dengan pem­
bentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan akan menjadi sendi utama dalam pembentukan 

hukum34
. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib 

merupakan salah satu tatanan terselenggaranya negara hukum, 
selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 
peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
baik memerlukan adanya pembentukan yang dilakukan dan 
dilaksanakan serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, 

baku, dan standar yang mengikat dan diikuti oleh semua lembaga 
yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Selain 

itu kepentingan pengaturan pembentukan peraturan perundang­
undang dimaksudkan juga untuk lebih meningkatkan koordinasi 
dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagai wujud Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. 

Sebagaimana diketahui menurut Burkhardt Krems, ilmu 

pengetahuan perundang-undangan yang diterjemahkan dari istilah 
yang berkembang di Eropa Barat Gesetzgebungswissenschaft atau 
istlah laihnya Wetgevingswetenschap atau Science ofLegislation, 
adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, 
sebagai suatu cabang ilmu baru yang berhubungan dengan ilmu 
politik dan sosiologi, yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu Teori 
Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) yang berorientasi 
pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-

34 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, 
Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 31 . 
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pengertian, dan bersifat kognitif; dan Ilmu Perundang-undangan 
( Gesetzgebungslehre) yang berorientasi pada melakukan perbuatan 
dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan 
bersifat normatif. Kedua jenis ilmu bagian dari Ilmu Pengetahuan 
Perundang-undangan dimaksudkan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan perancangan peraturan perundang-undangan.35 

Setelah terjadinya perubahan mendasar dalam bidang 
perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 mendorong semakin pentingnya kajian dan pembahasan 
tentang perundang-undangan beserta pengembangannya36, maka 
keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) merupakan peraturan tertulis yang menjadi dasar 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan 
pengetahuan mengenai teknik penyusunan dan kerangka peraturan 
perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat mengarah dan 
menjadi pedoman yang menjadikan adanya ketertiban dalam 
bentuk dan format pembentukan peraturan perundang-undangan, 
baik di tingkat pusat maupun daerah. 

KetentuanPasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 menentukan, bahwa: "Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan 
yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan". 

Dengan demikian j ika membicarakan pembentukan peraturan 
perundang-undangan akan terkait dengan suatu proses pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan keterampilan 
di bidang perundang-undangan dan tata cara pembuatan peraturan 
yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; 
Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 
dan peraturan-peraturan lain37 yang keberadaannya dan kekuatan 
hukumnya mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan38 atau sebagaimana dimaksud merupakanjenis-jenis 
pembuatan peraturan-peraturan negara. 39 

Istilah peraturan negara merupakan peraturan-peraturan 
tertulis yang diterbitkan oleh instansi, dalarn pengertian lembaga 
atau pejabat tertentu, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi . Instansi yang 

bersangkutan merancang, membahas, mengesahkan, menetapkan 
dan mengundangkannya sesuai denganjenis dan tingkat peraturan 
terse but. 40 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai Undang­
Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan da:lam 
bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan 
sistem hukum nasional. 

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di 
Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu 
dengan yan~ lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

37 Perhatikan ketentuan Pasal8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Ta­
hun 2011. 

38 Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 , bahwa yang dimaksudkan dengan "berdasarkan kewenangan" adalah 
penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pcraturan Pe­
rundang-undangan. 

39 M . Solly Lubis, Op.C it. , h. 1-2 . 
40 Ibid. 
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NORMAHUKUM 
PERATURAN 3 
PERU N DANG-UN DAN GAN 

111 
orma atau kaidah adalah suatu patokan atau standar yang 
didasarkan kepada ukuran nilai~nilai tertentu. 55 Dalam 
pelbagai penulisan sarnpai dengan saat ini penggunaan 

istilah norma maupun kaidah sering dipergunakan secara bersama 
untuk pengertian norma. Secara umum pengertian norma merupakan 

suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang 

dalam hubungannya dengan sesamanya, bertindak atau bertingkah 
laku dalam masyarakat ataupun dengan lingkungannya. 

Pada umumnya j ika suatu norma mengatur tata cara bertingkah 
laku seseorang terhadap orang lain, maka norma baru dijumpai 

dalam pergaulan hid up man usia. Norma demikian itu mengandung 
suruhan-suruhan (penyuruhan~penyuruhan) yang disebut sebagai 

"das Sol/en" (ought to be/ought to do) yang dalam bahasa Indonesia 
sering dirumuskan dengan kata "hendaknya".56 

55 Amiroeddin Syarif, Op.Cit. , h. 8. 
56 Maria Farida Indriati So<:prapto I, Op.Cit. , h. 18. 
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Norma hukum dibentuk secara tertulis oleh lembaga-lembaga 
yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma 
moral, adat, agama dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi 
tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada 
dalam masyarakat, yang berulangkali terjadi. Di dalam kehidupan 
masyarakat, berbagai macam norma tersebut secara langsung 
atau tidak langsung akan mempengaruhi tata cara seseorang 
untuk berperilaku atau bertindak. Narnun, norma-norma tersebut 
dapat dibedakan dan dirasakan keberlakuannya sebagai norma 
adat, norma agama, norma moral ataupun sebagai norma hukum 
negara.57 

Di Negara Republik Indonesia, norma-norma dimaksud seperti 
norma adat, norma agarna, norma moral dan norma hukum (negara) 
berlaku secara bersamaan atau dapat disebut norma secara "umum" 
yang berlaku. Persamaan antar norma tersebut adalah norma-norma 
itu merupakan pedoman bagi seseorang hams bertindak dan/atau 
bertingkah laku. 58 Norma hukum hanya merupakan bagian dari 
norma secara umum yang berlaku. 

Perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya 
sebagai berikut59

: 

1. Norma hukum bersifat heteronom, dalam arti norma hukum 
datang dari luar diri seseorang. 

32 

Contoh: Pembayaran pajak adalah merupakan kewajiban yang 
harus dipenuhi seseorang, yang ditentukan dalam ketentuan 
Undang-Undang. Ketentuan ini merupakan paksaan agar 
seseorang memenuhi kewajibannya tersebut dengan senang 
atau tidak senang. Melalaikan kewajibannya akan dipaksakan 
membayar denda. 
Norma-norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu 
datang dari dalarn diri seseorang. 

57 Ibid. 
5& Ibid., h. 25. 
59 Ibid., h. 25-26. 
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Contoh: Seseorang menghormati orang tua atau seseorang 
berdoa, maka hal ini dilakukan karena kehendak dan keyakinan 
seseorang tersebut, dan seseorang menjalankan karena 
kesadarannya sendiri. Tidak ada tindakan dapat dipaksakan 
dari luar. 

2. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun 
sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma Iainnya tidak 
dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa 
secara fisik. 
Contoh: Seseorang melanggar norma hukum, misalnya 
menghilangkan nyawa orang lain, maka ia akan dituntut dan 
dipidana, te_tapi hila seseorang melanggar norma lainnya ia 
tidak dapat dituntut dan dipidana. 

3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu 
dilaksanakan oleh aparat negara (misalnya: polisi, jaksa, 
hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma 
Iainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri. (misalnya: 
adanya perasaan bersalah, perasaan berdosa, atau terhadap 
pelanggaran norma-norma moral atau dalam norma adat 
tertentu, pelanggarnya akan dikucilkan dari masyarakat). 

4. Norma hukum itu dibentuk secara tertulis oleh lembaga 
pembentuk hukum, sedangkan norma-norma lainnya, terjadi 

secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari 
kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.60 

5. Norma hukum kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan 
rasa keadilan masyarakat, sedangkan norma-norma lainnya 
yang berkembang berdasar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, 
mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulangkali 
terjadi , sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat 
terse but. 61 

60 Ibid., h. 19. 
61 Jbid. , h. 19. 
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Setelah mengetahui beberapa perbedaan terse but maka untuk 
membahas norma hukum dalam peraturan perundang-undangan 
tentunya memerlukan atau harus mengetahui terlebih dahulu 
dengan apakah yang dimaksud pengertian norma hukum. Pada 
prinsipnya sebagaimana diungkap pada bag ian awal bah ini, dalam 
kehidupan bersama atau pergaulan hidup manusia, bertindak atau 
bertingkah laku dalam masyarakat ataupun dengan lingkungannya, 
norma hukum dapat diberikan pengertian sebagai suatu patokan 
yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai baik atau buruk yang 
berorientasi kepada nilai keadi Jan. 62 

Untuk mendeskripsikan tujuan hukum bagi perumusan 
norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat 
dibahas mengikuti pandangan ajaran dari berbagai aliran-aliran 
yang sifatnya konvensional, yaitu: 1. Dalam pandangan ilmu 
hukum normatif pada aj aran normatif dogmatis menitikberatkan 
tujuan hukum pada nilai kepastian; 2. Dalam pandangan sosiologi 
hukum pada ajaran utilitis (utilities theorie) (Jeremy Bentham, 
James Mill, John St. Mill) menitikberatkan tujuan hukum pada 
nilai kemanfaatan; dan 3. Dalam pandangan filsafat hukum pada 
ajaran etis (etische theorie) (N.E . Algra, Geny) menitikberatkan 
tujuan hukum pada nilai keadilan. 

Oleh karenanya membicarakan hukum (atau lebih tepat: norma 
hukum) tidaklah mungkin hanya dari salah satu pandangan saja 
atau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan cukup 
hanya melihat hukum dari segi kepastian saja, karena sifatnya 
tertulis. Hal ini hanya akan mengidentikkan hukum dirumuskan 
dalam peraturan perundang-undangan hanya sebagai kepasti an 
tanpa mempersoalkan apakah hukum itu adil dan/atau memberikan 
manfaat bagi masy arakat. 

Dalam ajaran modern atau prioritas baku (Gustav Radburg) 
tujuan hukum merupakan bagian dari nilai ketiga pandangan 
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tersebut yang dikemas secara bersama-sama, karena dalam 
kenyataannya hasil dari masing-masing pandangan atau ajaran 

akan sating berbenturan sehingga hukum tidak dapat menyentuh 

secara bersama-sama. Penggunaan prioritas baku merupakanjalan 
keluar yang tepat untuk mengapai tujuan hukurn yang diharapkan. 
Namun, seiring dengan semakin lebih kompleksnya kehidupan 
masyarakat pilihan prioritas baku tidak dapat lagi diterapkan 
sehingga harus disesuaikan dengan atau terhadap kasus-kasus 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ajaran prioritas kasuistis . 
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa keberadaan hukum tidak 

lepas dari kehidupan ·manusia, maka membicarakan hukum akan 

juga tidak dapat lepas membicarakan kehidupan manusia. Ubi 
societas ibi ius kiranya tepat untuk menunjukkan dimana adanya 
hukum atau bahkan "corak" dari hukum yang berlaku dalam 
masyarakat. Membicarakan hukum umumnya yang dimaksud 

adalah serangkaian norma hukum yang terdapat dalam peraturan­
peraturan atau sebagai kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang 

berlaku (bertindak atau bertingkah laku) dalam kehidupan manusia 
bersama (masyarakat ataupun dengan lingkungannya) yang dapat 
dipaksakan dalam pelaksanaannya.63 

Demikian pula jika membahas tujuan hukum sebenarnya 
bukanlah tujuan dari hukum itu sendiri yang dirumuskan dalam 

bentuk norma-norma hukum, karena yang memiliki tujuan adalah 
manusianya. Hukum hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan manusia untuk menciptakan tatanan masyarakat 
yang tertib (adanya ketertiban) dan melindungi kepentingan dalam 

hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Jadi hukum yang terumuskan sebagai norma hukurn merupakan 
ketentuan tentang perilaku, sebab pada hakekatnya norma adalah 
nilai dari "seyogyanya" yang harus dilakukan, sehingga harus 

dibedakan dari peraturan "konkret" yang dapat dilihat dalam 

63 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. , h. 40. 
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bentuk kalimat-kalimat64 dengan tujuan hukum, sesuai dengan asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, bahwa 
''kejelasan rumusan" merupakan persyaratan teknis penyusunan 
dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk sistematika, 
pihhan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 65 

Hal ini dapat dipahami, karena norma hukum yang terumuskan 
merupakan hasil pengkajian atau penelitian "masakih tertentu" 
untuk bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat ataupun 
dengan lingkungannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi 
perumusan norma hukum ini adalah merupakan solusi terhadap 
kebutuhan hukum masyarakat dalam bertindak atau bertingkah 
laku. Hukum merupakan suatu sistem aturan-aturan atau kesatuan 
dari seperangkat aturan tentang perilaku manusia, sehingga hukum 
tidak menunjuk hanya atau pada satu aturan tunggal tapi sebagai 
suatu sistem. Akibat hal ini adalah tidak mungkin memahami 
hukumjika hanya memperhatikan satu aturan saja.66 

Ada berbagai jenis norma hukum67
: 

1. Norma hukum Umum dan Norma hukum Individual, adalah 
norma hukum yang dirumuskan berdasar segi alamat yang 
dituju (addressat), atau untuk siapanorma hukum itu ditujukan 
atau diperuntukkan, yang berkaitan dengan subjek norma, 
dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma 
hukum individual. 
Norma hukum umum merupakan norma hukum yang ditujukan 
untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. 
"Umum" di sini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu 

64 Ibid., h. 33. 
65 Perhatikan ketentuan Pasal5 huruf fUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . 
66 Jimly Asshiddiqqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 

Cetakan Pertama, Konstitusi Press-Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 15. 
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ditujukan atau diperuntukkan untuk semua orang. Misalnya: 
Norma hukum yang dirumuskan dengan kata "Barangsiapa 

, "'S . , . . . , euap orang . . . . 
Norma hukum individual merupakan norma hukum yang 
ditujukan atau dialamatkan (addessatnya) pada seseorang, 
beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. 
Misalnya: Norma hukum yang dirumuskan dengan menyebut 
yang dituj u: "Syafei bin Muhammad Sukri yang bertempat 
tinggal di Jl. F1amboyan No. 10 Jakarta", "Para pengemudi 
bis kota Mayasari Bakti jurusan Blok M - Rawamangun 
yang beroperasi antara jam 7. 00 sampaijam 8. 00 pagi pada 
tanggall Oktober 2006" . 

2. Norma hukum Abstrak dan Norma hukum Konkret, merupakan 
norma hukum yang dirumuskan berdasarkan hal yang diatur 

atau perbuatannya atau tingkah laku seseorang. 
Norma hukum abstrak merupakan norma hukum yang 
merumuskan perbuatan yang tidak ada batasnya atau tidak 

tertentu. Misalnya: Norma hukum yang dirumuskan dengan 
hanya kata: " ... mencuri .. _,, ". .. membunuh ... ", " .. . 
menebang pohon ... " dan lain sebagainya. 
Norma hukum konkret merupakan norma hukum yang 
dirumuskan lebih nyata yang dituju terhadap perbuatan 

seseorang (konkret perumusan perbuatannya). Misalnya: " .. . 
mencuri mobil merk Datsun berwama merah yang diparkir 
di'depan toko Sarinah ... ", " ... membunuh si Badu dengan 
sebuah parang ... ", " . .. menebang pohon mahoni di pinggir 
Jl. Sudirman .. . ". 

3. Norma hukum yang terus menerus dan Norma hukum yang 
sekali selesai, merupakan norma hukum yang dirumuskan dari 

daya lakunya. 
Norma hukum yang berlaku terus menerus (dauerhaftig) 
merupakan norma hukum yang dirumuskan untuk berlaku 
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tanpa dibatasi oleh waktu atau berlakunya untuk terus-mene­
rus. Misalnya: Norma hukum yang berlaku dalam suatu per­
aturan perundang-undangan. 
Norma hukum yang berlaku sekali selesai (einmahlig) 
merupakan norma hukum yang berlakunya hanya untuk satu 
kali saja dan setelah itu selesai. Misalnya: Norma·hukum yang 
menetapkan seseorang untuk membangun rumah, penetapan 
seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, jadi sifatnya hanya 
menetapkan saja dan dengan adanya penetapan itu norma 

hukum tersebut selesai. 
4. Norma hukum Tunggal dan Norma hukum Berpasangan 

merupakan norma hukum yang dilihat dari segi perumusannya. 
Norma hukum tunggal merupakan norma hukum yang berdiri 
sendiri. Misalnya: Norma hukum yang berisi suatu suruhan 
(das so/len) bagaimana bertindak atau bertingkah laku dan 
tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. "Presiden 
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat- Pasal 7C UUD 1945". 
Norma hukum berpasangan merupakan adalah norma hukum 
yang perumusannya terdiri atas dua norma hukum, yaitu 
norma hukum primer dan norma hukum sekunder. 
Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan 
utama yang menjadi patokan seseorang harus berperilaku 
di dalam masyarakat. MisaJnya: "hendaknya engkau tidak 
mencuri". Dalam peraturan perundang~undangan di bidang 
hukum tata negara dan hukum administrasi negara umumnya 
norma hukum dirumuskan dengan norma tunggal atau norma 
hukum primer tidak selalu diikuti dengan norma hukum 
sekunder. 
N orma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi 
tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer 
tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi . Norma hukum sekunder 
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ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk 
bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, 

dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi 
seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma 
hukum primer. Misalnya: "hendaknya engkau tidak mencuri'', 
''yang mencuri akan dihukum dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun" . 
Dalam praktiknya perumusan norma hukum primer dan 

norma hukum sekunder suatu peraturan perundang-undangan 
seringkali dirumuskan dalam suatu ketentuan (norma) secara 

berhimpitan, sehingga seseorang mengalami kesulitan untuk 
membedakan antara norma hukum primer dan norma hukum 
sekunder. Misalnya: "Barang siapa mencuri dihukum, maka 
norma hukum primemya adalah: "hendaknya seseorang tidak 
mencuri" dan norma hukum sekundernya adalah: "hendaknya 
seseorang yang mencuri dihukum dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun". 
Selain perumusan norma yang berhimpitan, juga mungkin 
saling berjauhan. Hal ini nampak pada ketentuan (norma) 
pasal yang yang menyatakan "setiap orang yang melakukan 
perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa/ ... di pidana penjara se/ama-lamanya I (satu) 
tahun". 
Namun, antara norma hukum primer dan norma hukum 
sekunder terdapat bentuk "hubungan" yang tidak dapat 

di pisahkan, contohnya adalah "Barang siapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum penjara paling 
lama 15 tahun". 
Contoh ini menunjukkan adanya bentuk "hubungan" antara 
norma hukum primer dan norma hukum sekunder "nampak" 

sebagai bentuk hubungan "sebab-akibat" atau kausalitas, 
karena seseorang menghilangkan nyawa orang lain (sebab), 
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maka ia dihukum penjara paling lama 15 tahun (akibat). 

Padahal akibat yang ditimbulkan norma hukum primer tidak 

selalu mengakibatkan seseorang dipidana atau dihukum 
yang dalam hal-hal tertentu bisajuga tidak dihukum, apabila 
seseorang tersebut adalah termasuk orang yang tidak bisa 
dihukuni. seperti orang gila atau seseorang untuk membela 
diri. Dengan demikian, "hubungan" dimaksud adalah 
karena adanya hubungan pertanggungj a waban perbuatan 

(zurechnung), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan 

hanya dapat dijatuhi pidana atau dihukum terhadap yang dapat 
di pertanggungj awabkanny a. 68 

Dalam penerapannya berbagai norma hukum dimaksud di 
atas dapat merupakan kombinasi paduan norma, namun demikian 

norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan 

adalah norma hukum yang bersifat mengatur (regeling) yaitu norma 
hukum umum abstrak dan berlaku terus-menerus. 69 Selain itu untuk 

peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki atas, 
norma hukumnya masih sangat umum sehingga selalu dirumuskan 
dalam norma hukum tunggal. 70 

Untuk mengetahui paduan norma, bagi norma hukum yang 
bersifat mengatur (regeling) sebagai norma hukum umum abstrak 

dan berlaku terus-menerus dapat dipahami seperti halnya untuk 
perumusan norma hukum dalam hukum pidana bahwa norma 
hukum pidananya berkaitan dengan pengertian perbuatan pidana 
yang bersangkutan sebagai suatu perbuatan· yang dilarang dan 

68 Ibid. , h. 37-38. 
69 Selain norma hukum yang bersiial mengatur juga dikenal adanya norma 

hukmn yang bersifat menetapkan. Norma hukum yang bersifat menetapkan (bes­
chikking) yaitu norma hukum individual konkret dan sekali selesai adalah mempakan 
suatu keputusan yang mempakan keputusan-keputusan yang berentang umum lainnya 
(besluiten van algemene strekking), lihat Maria Farida Indriati Soeprapto, Ilmu Perun­
dang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 
28-30. 
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diancam pidana, antara perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana 
membutuhkan adanya hubungan yang erat, meskipun perbuatan 
dimaksud merupakan pengertian abstrak namun menunjuk pada 
keadaan konkret terhadap kejadian tertentu dan orang yang 
berbuat atau menimbulkan kejadian. Hal ini dalam hukum pi dana 

dirumuskan sebagai istilah tindak pidana. Contohnya seorang dapat 
diancam karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil 

barang orang lain. 
Demikian pula penerapan norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan adalah sah (valid) apabila dibuat oleh 
lembaga yang berwenang membentuknya dan bersumber atau 
berdasar pada norma yang lebih tinggi . Norma hukum yang lebih 

rendah (inferior) hanya dapat terbentuk atas kuasa oleh norma 
yang lebih tinggi (superior), sehingga dalam tata susunan hukum 

menampakkan hukum itu berjenjang-jenjang atau berlapis-lapis 
membentuk suatu hierarkhi. 71 

Penggunaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu norma 
hukum atau kaidah hukum yang berlaku. Kata norma berasal dari 
bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, yang di Indonesia 

kedua kata tersebut dipergunakan dengan pengertian yang sama 
yaitu menunjuk pada "hukum" sebagai aturan yang harus dipatuhi .12 

Berlakunya suatu aturan untuk menjadi hukum yang berlaku 

membutuhkan adanya "daya laku" (validitas) atau "daya guna" 
(efficacy). Day a laku adalah berkaitan dengan keabsahan pembuatan 
norma, yang dapat didasarkan pada norma yang lebih tinggi atau 
kewenangan lembaga yang membentuknya, sedangkan day a guna 

berhubungan dengan keefektifan norma yang bersangkutan untuk 
berlaku di masyarakat. 73 

Pada prinsipnya suatu norma hukum didasarkan pada "daya 

71 Ibid. , h. 23. 
72 Ibid., h. 18. 
73 Ibid., h. 39. 
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laku" (validity) atau karena mempunyai keabsahan (valid), 
disamping juga "daya guna" (efficacy) atau keberlakuan dari 
norma tersebut. 74 Daya laku (validity) atau validitas menunjukkan 
eksistensi norma atau kualitas hukum (memiliki kekuatan 
mengikat) dan ada apabila norma "dibentuk" oleh norma yang lebih 
tinggi (berdasarkan hierarki) atau oleh lembaga yang berwenang 
membentuknya (berdasarkan kewenangan pembentukan jenis 
peraturan perundang-undangan), sedangkan daya guna (efficacy) 
atau keberlakuan hukum bergantung pada manfaat atau kepentingan 
dirumuskannya norma tersebut akan menjadi solusi terhadap 
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga 
orang akan bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai 
kepatuhan dan pelaksanaan norma. 

Hal yang menunjukkan validitas, adalah aturannya valid, 
seperti : suatu aturan hukum melarang pencurian dengan me­
nyatakan bahwa setiap pencuri harus dihukum, sedangkan 
yang berkaitan dengan keberlakuan hukum atau daya guna 
atau efficacy adalah seperti orang benar-benar bertindak sesuai 
aturan sebagai pelaksanaan norma dan bentuk kepatuhan. Hal ini 
akan menunjukkan bahwa daya guna atau keberlakuan hukum 
merupakan kualitas perbuatan manusia. Hukum menjadi efektif 
adalah menunjuk tindakan manusia yang sebenamya sesuai dengan 
aturan hukum. 75 Hubungan validitas dan keberlakuan menunjukkan 
bahwa keberlakuan (efficacy) merupakan kondis! ( waktu dan tern pat 
tertentu) bagi validitas dari suatu sistem norma yang berlaku. 

Seharusnya keberadaan norma berdaya berlaku dan berdaya 
guna adalah seiring sejalan, karena apa artinyajika norma itu tidak 
ditaati (tidak berdaya guna, tidak efektif) namun norma itu masih 
berdaya laku (karena belum dicabut) atau norma berlaku dan sah 
karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan 
norma yang lebih tinggi, tetapi tidak lagi berdaya guna atau tidak 

42 

74 Ibid., h . 39-40. 
75 Jimly Asshiddiqqie dan M. Ali Safa 'at, Op.Cit., h. 40. 

I Pembentukan Peraturan 
Pusat, Daerah dan Desa 



bekerja secara efektif. Daya laku dan day a guna merupakan dasar 
bagi norma (hukum) untuk dapat berlaku dengan baik. 

Pada peraturan perundang-undangan, meskipun norma yang 
dikandungnya dapat berdiri sendiri, namun keberlakuan norma akan 
berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya, sehingga 
yang dinilai adalah peraturan perundang-undangannya, dapatkah 
berdaya laku dan berdaya guna setelah diundangkannya, artinya 

setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Peraturan Perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas 

pembentukan "dapat dilaksanakan" sehingga setiap Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas 
Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, 

baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selain itu setiap 
Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar­
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar Peraturan Perundang­
undangan memiliki "kedayagunaan dan kehasilgunaan" 76 

Dalam hal ini norma yang dimaksud untuk norma sebagai suatu 
ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam 
hubungannya dengan sesamanya, bertindak atau bertingkah laku 

dalam kehidupan bermasyarakat dan norma yang ditetapkan oleh 

dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Untuk itu perlu dipahami norma hukum dalam negara yang 

di susun dalam hierarki, agar perumusan norma hukumnya sesuai 
dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan dan 
diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan pembentuknya 

76 Perhatikan ketentuan Pasal5 hurufddan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 . 
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sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena 
norma hukum itu bersifat umum maka baru berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat jika telah diatur dalam Peraturan Perundang­
undangan. 

Norma hukum dalam negara tersusun menurut teori jenjang 
norma hukum (stufentheorie) yang memiliki norma dasar sebagai 
norma tertinggi dalam sistem norma yang menjadi sumber dan 
menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Ketentuan 
Pasa13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa 
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang­
undangan. Hukum dasar adalah norma dasar bagi Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD 1945. 

Jenjang berikutnya setelah norma dasar adalah kelompok 
peraturan perundang-undangan negara yang disebut dengan 
Undang-Undang. Undang-Undang merupakan peraturan 
perundang-undangan yang tertinggi di bawah norma dasar, 
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai 
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 
dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 
hingga Peraturan Daerah. 

Dengan demikian yang diatur dalam Undang-Undang ke 
bawah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 merupakan norma-norma hukum yang konkret dan dapat 
langsung berlaku di kehidupan masyarakat. Norma-norma hukum 
yang dipergunakan tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, 
tetapi juga meliputi norma yang berpasangan. n 
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4 
RAGAM BAHASA 
PERATURAN 
PERU N DANG-UN DAN GAN 

1fJ 
emahaman bahasa Peraturan Perundang-undangan dengan 
merujuk pada Bab III angka 242 Lampiran II Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tegas menyatakan bahwa 

"Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk 

pada kaidah tata Bahasa Indonesia" menunjukkan bahwa bahasa 
Peraturan Perundang-undangan adalah bahasa Indonesia. Bahasa 
Indonesia dalam perundang-undangan merupakan salah satu ragam 

bahasa Ipdonesia yang dipergunakan untuk merumuskan bahasa 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan ragam 
bahasa ini diperlukan bagi pengembangan hukum tertulis atau 
sebaliknya yang akan memperkaya pengembangan bahasalndonesia 
di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan dibandingkan 

dengan penggunaan "bahasa hukum" yang berkonotasi lebih luas, 
karena dalam konteks hukum bisa j adi ada bahasa notaris yang 

ny ata digunakan notaris dalam mengkonstatir maksud para pihak 
atau bahkan ada bahasa kontrak dan lain sebagainya. 
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Namun, satu hal yang sudah pasti adalah berkaitan dengan 
penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aktifitas yang 
berhubungan dengan hukum. Bahasa peraturan perundang­
undangan merupakan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang­
undangan perlu mendapatkan perhatian khusus, khususnya dari para 
ahli hukum, terutama adalah ahli perancang peraturan perundang­
undangan. 

Bahasa yang digunakan nantinya merupakan bahasa yang 
harus mudah dipahami untuk mengungkapkan norma hukum. 
Pemahaman terhadap suatu norma hukum tentunya berbeda 
dengan pengungkapan kalimat sebagaimana biasanya. Dalam 
pemahaman terhadap norma hukum diperlukan kemudahan­
kemudahan tertentu sebagai ciri pengungkapan yang teratur dan 
lugas. Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan 
pada dasarnya hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang 
tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. 

Dengan demikian tidak perlu lagi adakeraguan dan pertanyaan, 
apakah bahasa peraturan perundang-undangan perlu dibicarakan 
secara khusus atau apakah bahasa dalam peraturan perundang­
undangan tidak tunduk pada kaidah-kaidah bahasa yang umum 
dan baku, demikian seterusnya atau bahkan bagi perancangan 
peraturan perundang-undangan juga bertanya, apakah susunan 
kalimat peraturan perundang-undangan telah dituangkan sesuai 

dengan bahasa yang baik dan benar, apakah kata-kata dalam 
kalimat peraturan perundang-undangan yang dipilihnya sudah 
tepat, dan seterusnya. Ungkapan kalimat yang dituangkan sebagai 
norma hukum tentunya harus dipahami secara khusus dari ilmu 
bahasa yang berkaitan teknik penyusunan peraturan perundang­
undangan. 80 

80 A Hamid S. Attamimi II, Mak.alah dalam Kongres Bahasa Indonesia VI, 
diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pen­
didikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Oktober- 21 Nopember 1993, di Jakarta, 
dalam buku Maria Farida Indriati Socprapto, llmu Perundang-undangan 2: Proses dan 
Tcknik Pembentukkannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 198-199. 
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Bahasa perundang-undangan digunakan oleh para perancang 
peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan 

dari penyelenggara negara dalam bentuk tulisan, yang mana 
tulisan terse but nantinya akan menjadi media komunikasi dengan 
masyarakat berkaitan dengan objek yang akan dituangkan dalam 

suatu peraturan perundang-undangan. 
A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa bahasa Indonesia 

dalam peraturan perundang-undangan adalah tetap bahasa 
Indonesia sehingga karena itu tetap tunduk pada kaidah-kaidah 

bahasa Indonesia yang umum dan baku. Bahasa dalam peraturan 
perundang-undangan adalah rag am bahasa Indonesia yang karena 
sifat dan tujuannya mengandung ciri yang khas. 81 

Sebagai suatu ragam bahasa, bahasa Indonesia perundang­
undangan mempunyai susunan kalimat yang beda pada "format" 
penyaj ian dan pemakaian kata/istilah tertentu, sedangkan ke­
gramatikalan kalimat (mencakup struktur kalimat, bentuk dan 
pilihan kata) dan penulisannya tetap tunduk pada kaidah bahasa 

Indonesia yang baku. 
Oleh karena itu dalam penuangan perumusan bahasa peraturan 

perundang-undangan dalam bentuk tertulis harus memperhatikan 
hal-hal seperti: 
1. bahwa maksud yang disampaikan bel urn tentu dapat diterima 

semua orang, artinya tulisan norma dalam peraturan perundang­
undangan tidak selalu dapat diterima sama atau dengan baik 

oleh semua orang, karena ada yang dapat hanya "menangkap" 
sedikit dari maksud yang disampaikan, atau bahkan ada yang 

berpendapat perlu disempurnakan rumusannya atau diperbaiki 
kembali agar lebih mudah dimengerti, dan lain sebagainya. 

2. bahwa makna yang disampaikan merupakan pilihan kata yang 
tepat untuk digunakan, karena kecermatan mengintrepretasikan 
kata dalam pembacaan peraturan perundang-undangan 

81 lbid.,h. 199. 
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merupakan hal yang penting harus diperhatikan secara ter­
sirat, sehingga perancang peraturan perundang-undangan 
harus mempertimbangkan kemampuan komunikasi pengguna 
peraturan perundang-undangan. 

3. bahwa proses komunikasi melalui tulisan adalah selalu ha­
rus disadari sebagai hal yang tidak sempurna, karena ada­
nya keterbatasan kata dan/atau frasa tertentu yang akan di­
komunikasikan dan keterbatasan kemampuan komunikator 
untuk memahaminya, seperti halnya penggunaan kata "dapat" 
dan "boleh"; atau "wajib" dan "harus"; atau pengunaan kata 
"paling ... " untuk menyebut "maksimum" dan "minimum"; 
atau pengunaan kata "kecuali", "selain", di samping", maupun 
penggunaan frasa tertentu dalam perumusan peraturan per­
undang-undangan. 

Dengan demikian perancang peraturan perundang-undangan 
dituntut memiliki kemampuan memilih kata dan/atau frasa yang 

tepat, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda 
bagi pembaca dan pengguna peraturan. Dalam bahasa peraturan 
perundang-undangan diharapkan pihak berkepentingan memahami 
kalimat norma hukum yang susunan katanya dituangkan secara 
baik, sehingga memerlukan adanya pili han kata untuk menghasilkan 
ungkapan yang tepat. 

Seorang perancang peraturan perundang-undangan (legislative 

drafter) harus memilih dan menentukan kata tytenjadi kalimat yang 
memenuhi kehendak pembentuk peraturan perundang-undangan 
(atau disebutjuga pengundang-undang, legislator, wetgever) dalam 
menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan 
nilai-nilai tujuan yang hendak dicapai. &2 

Kalimat-kalimat hukum dalam peraturan perundang-undangan 
berisi normahukum yang umum dan abstrak, sehinggajenis kalimat 
ini merupakan kalimat normatifyang dalam tata bahasa Indonesia 
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yang baku disebut sebagai kalimat imperatif. Kalimat ini tidak 
bersifat deskriptif atau deklaratif. Namun, tidak semua perintah 
peraturan perundang-undangan merupakan norma yang berlaku, 
sehingga sebut saja sebagai kalimat normatif, tidak imperatif. 
Kalimat hukum yang normatif(rechtsnormzin) umumnya terdapat 
kata kerja bantu "harus" atau "dapat", atau dapat diketahui dalam 
bahwa dalam kalimat itu mengandung suruhan (melakukan), 
larangan (tidak melakukan), pembebasan (boleh tidak melakukan), 
atau pengizinan (boleh melakukan).83 

Penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan 
perlu diperhatikan nasehat Montesquieu (sebagaimana dikutip oleh 
C.K. Allen) bahwa untuk menyusun peraturan perundang-undangan 

mengenai hal ini barangkali ada baiknya diperhatikan kata atau 
kalimatnya, agar peraturan perundang-undangan memiliki84

: 

a. gay a bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana; 
b. istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak 

relatif, dengan maksud agar meninggalkan sesedikit mungkin 
timbulnya perbedaan pendapat secara individual; 

c. hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual, serta 
menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan 

d. hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman 
pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat 
pemahaman yang sedang-sedang saja; hendaknya tidak untuk 
latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada 
pada rata-rata manusia; 

e. hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pe­
ngecualian, pembatasan, atau pengubahan, kecuali apabila 
dianggap mutlak perlu; 

f. hendaknya tidak 'memancing perdebatan/perbantahan' adalah 
berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena 
hal ini dapat membuka pintu pertentangan; 

83 Ibid., h . 201-202. 
84 Ibid. , h. 202-203. 
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g. di atas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan 
apakah mengandung manfaat praktis; hendaknya tidak 
menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran 
yang alami; karena peraturan yang lemah, tidak diperlukan, dan 
yang tidak adil akan menyebabkan seluruh sistem peraturan 
dalam reputasi yang jelek dan karena itu mengguncangkan 

kewibawaan negara. 

Bahasa peraturan perundang-undangan harus dapat me­
ngomunikasikan yang dikehendaki dan dituju oleh pembentuk 
peraturan, artiny a yang dikehendaki dalam peraturan sam a kuatny a 
dengan apa yang tertuang atau tersirat di dalamnya. Hal ini berkaitan 
dengan "pendekatan" atau "penafsiran" apa yang tercantum dalam 

kata dan kalimat peraturan hendaknya dibaca dalam konteks dan 
makna bahasanya, kecuali terdapat petunjuk bahwa kata-kata itu 
mengandung arti dan makna yang berbeda dari pada biasanya, 
sehingga secara limitatif dapat menghilangkan 'gangguan' 
komunikasi berupa kata, kalimat, atau ungkapan yang tidak segera 
dapat dimengerti pembacanya. Perlunya kecermatan memilih kata 
dalam menyusun kalimat dan kemudian menuangkannya ke dalam 
rancangan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan 
kejemihan penafsiran dan memudahkan untuk dipahami. 

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 85 

dirumuskan mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang­
undangan yang dituangkan dalam pedoman. Nomor 242 sampai 
dengan Nomor 284, memberikan pedoman sebagai berikut: 

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

242. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasamya tunduk 
pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, 
penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. 
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Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai 
corak tersendiri yang bercirikan kejemihan atau kejelasan 

pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan 
asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan 
maupun cara penulisan. 

243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain: 
a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau 

kerancuan~ 

b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai~ 
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam 

mengungkapkan tujuan atau maksud)~ 
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang 

digunakan secara konsisten~ 
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara 

cermat; 

f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau j amak selalu 
dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan 
Contoh: 
buku-buku ditulis buku 
murid-murid ditulis murid 

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah 
didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama 

jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintahl 

ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan 
dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh: 
Pemerintah 
Wajib Pajak 
Rancangan Peraturan Pemerintah 

244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah 

dimengerti. 
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Contoh: 
Pasal 5 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) Undang­
Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
Rumusan yang lebih baik: 

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
245. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu 

atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 
Contoh: 
Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas 
dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. 

246. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. 
Contoh kalimat yang tidak baku: 

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut. 
Contoh kalimat yang baku: 
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. 

24 7. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang 

sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan 
kata meliputi. · 

Contoh: 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyeleng­
garaan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai 

Utara 
Pasal 58 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang mela-
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kukan pencetakan blanko; 
b. jumlah blanko yang dicetak; dan 
c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 

248. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah 
diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata 
tidak meliputi. 
Contoh: 
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 

249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya 
terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam 
penggunaan bahasa sehari-hari. 
Contoh: 

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan per~ 
ikanan. 
Rum usan yang baik: 
Pertanian meliputi perkebunan. 

250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak 
menggunakan: 
a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu 

pengertian yang sama. 
Contoh: 
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan 
pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan pengha­
silan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka 

tlalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata 
upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian 
penghasilan. 

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 
Contoh: 
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi 

pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian 
penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. 
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251. Jika rnernbuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh 
rnenggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak me­
ngurangi, atau tanpa menyimpang dari. 

252. Untuk rnenghindari perubahan nama kementerian, penyebutan 
menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan 
pada urusan pemerintahan dimaksud. 
Contoh: 
Menteri adalah Menteri yang rnenyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidang keuangan. 

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak 
dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa 
Indonesia dapat digunakan j ika: 
a. rnempunyai konotasi yang cocok; 
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya 

dalam Bahasa Indonesia; 
c. mempunyai corak internasional; 
d. lebih rnernperrnudah tercapainya kesepakatan; atau 
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalarn 

Bahasa Indonesia. 
Contoh: 
1. devaluasi (penurunan nilai uang) 
2. devisa (alat pembayaran luar negeri) 

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digu­
nakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. 
Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh pada­
nannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan 
di antara tanda baca kurung ( ). 
Contoh: 
1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) 
2. penggabungan (merger) 
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5 
LANDASAN, 
ASAS PEMBENTUKAN 
DAN MATERI MUATAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

S 
ebagaimana telah diungkapkan dalam bab terdahulu bahwa 
"Hukum dibuat untuk dipatuhi", artinya kepatuhan terhadap 
hukum dimaksudkan bukan dengan paksaan, meskipun 

kaidah hukum merupakan kekuasaan dari luar diri manusia yang 
memaksakan (heteronom). Hukum menuntut kaidah yang bersifat 
legalitas, karena yang dituntut merupakan pelaksanaan atau ketaatan 
kaidah semata, sehingga kaidah hukum merupakan ketentuan yang 
harus ata~ seyogyanya dilaksanakan atau dilakukan. Kaidah hukum 
bersifat normatif (das sol/en). Jadi hukum hanya menentukan apa 
yang seharusnya terjadi .86 

Hal ini dapat dipahami dari bagaimana membuat suatu 
peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk membuat 
peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki juga 
dasar-dasar yang baik, agar dapat berlaku dan berguna. Selain itu 
juga harus diperhatikan berkaitan dengan yang dimaksud dalam 

86 Sudikno Mertokuswno, Op.Cit., h. 13-16. 
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ketentuan Pasal2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pancasila sebagai Cita Hukum 
(rechtsidee) dan Norma Dasar Negara, yaitu: 

Pasal 2, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber 
segala sumber hukum negara." dan 
Pasal 3 ayat (1) yang menentukan "Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum 
dasar dalam Peraturan Perundang-undangan." 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Penempatan Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai 
dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

Meskipun secara eksplisit Pembukaan UUD 1945 dimaksud 
tidak menyebut istilah Pancasila, namun penempatannya dapat 
dipahami atau dimaknai agar setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus sesuai Pancasila sebagai dasar dan 
ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga 
setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pasa! 3 Undang-Undang 
Nom or 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa UUD 1945 
merupakan norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan dan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Kepatuhan terhadap hukum merupakan pelaksanaan atau 
ketaatan terhadap hukum yang bergantung pada "daya laku" 
(validitas) dan "daya guna" (efficacy) sebagai dasar agar norma 
(hukum) dapat berlaku dengan baik. Makna ini menentukan 
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selanjutnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang­
undangan membutuhkan adanya landasan pembentukan yang baik, 
agar bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Secara umum ada 3 (tiga) dasar atau landasan agar hukum 
(peraturan perundang-undangan) mempunyai kekuatan berlaku 
secara baik. Landasan yang harus diperhatikan agar hukum 
(peraturan perundang-undangan) mempunyai dasar kekuatan 
berlaku secara baik yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis 
dan landasan yuridis. Untuk mengetahui kedudukan dari ketiga 
landasan tersebut harus memperhatikan kepentingan pendekatan 
yang akan dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. 

Pada prinsipnya untuk mencermati peraturan perundang­
undangan yang telah ada, kedudukan ketiganya adalah bergantung 
pada pendekatan yang dipergunakan. Jika melakukan pendekatan 
formalnya tentu akan melihat unsuryuridis sebagai yang terpenting, 
demikian pula jika dari pendekatan hukum sebagai gejala sosial 
maka diperlukan unsur sosiologisnya, dan jika untuk mengukur 
kebaikan hukumnya maka dari pendekatan "rechtsidee" dalam 

unsur fi 1 osofi soy a. 87 

Namun, untuk memenuhi ketentuan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksudkan dalam 
ketentuan Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

ada berbagai tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan 
merupakan "tahapan memahami unsur filosofis, yang kompromis 
dengan unsur sosiologis. 

Dalam tahapan penyusunan dan pembahasan yang harus 
diperhatikan adalah keberadaan unsur sosiologis, tanpamengabaikan 
filosofisnya. Dalam tahapan pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan yang menjadi perhatian adalah pemberian dasar 
yuridisnya. Hal ini harus dipahami dan penting untuk diperhatikan, 

87 Bagir Manan I, Op.Cit., h. l3. 
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agar peraturan perundang-undangan (hukum) dengan norma atau 
kaidah yang tercantum di dalamnya berlaku sah menurut hukum 
(legal validity) dan berlaku secara efektifkarena dapat diterapkan, 
berguna atau diterima oleh masyarakat. 

Landasan peraturan perundang-undangan yang baik dimaksud 
merupakan unsur yang harus dipertimbangkan atau merupakan 
alasan yang mengambarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan 
akan dibentuknya peraturan perundang-undangan (hukum) yang 
berlaku di kemudian hari. Hal ini memberikan pengertian bahwa 
peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dilaksanakan 
nantinya, sebagaimana dimaksud dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 
Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

Penentuan pertimbangan atau alasan yang berkaitan dengan 
ketiga landasan dimaksud masing-masing dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
mempertimbangkan dan mencerminkan pandangan hidup, 
cita hukum (rechtsidee), dan kesadaran hidup berbangsa dan 
bemegara, yang meliputi suasana kebatinan, falsafah hidup, 
serta falsafah ideologis bangsa Indonesia yang bersumber dari 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 
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Peraturan Perundang-undangan dinyat'akan telah memiliki 
landasan filosofis apabila rumusan normanya dipikirkan secara 
mendalam telah mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging ) 
atau alasan yang dapat dibenarkanjika dikaji secara filosofis .88 

Pancasila merupakan normadasar negara (staat~fimdamentalnorm) 
yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum ne­
gara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan 

88 Amiroeddin Syarif, Op.Cit., h. 91. 
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UUD 1945 menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi 
negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap 
materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 

2. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
memenuhi dan menunjukkan cerminan kenyataan dari ke­
butuhan masyarakat yang memerlukan pengaturan dan 
menjadi harapan dalam berbagai aspek. Faktor sosiologis ini 
sesungguhnya menyangkut fakta empiris yang mengkonstatir 
keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai 
kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bemegara. 
Keberadaan Peraturan Perundang-undangan untuk ditaati atau 
dipatuhi memiliki keterkaitan dengan landasan sosiologis 
yang digunakan, yaitu jika rumusan normanya telah sesuai 
dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. 89 

Dalam praktiknya untuk mendapatkan landasan ini umumnya 
telah diakomodir terlebih dahulu oleh pemerintah dalam 
politik hukum atau garis kebijaksanaan politik pemerintah. 
Sebagaimana dimaksud M. Solly Lubis, garis kebijaksanaan 
politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan 
dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara 
adalah landasan politis, kiranya lebih tepat jika termasuk 
dalain landasan sosiologis, karena berkaitan dengan politik 
hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam mengakomodir 
perkembangan kehidupan masyarakat di masa depan dengan 
tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum atau 
peraturan perundang-undangan90, sehingga perkembangan 
yang berhubungan sektor-sektor kehidupan masyarakat dan 

89 Ibid., h. 92. 
90 M. Solly Lubis, Op.Cit. , h. 8. 
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tujuan-tujuan yang ingin dicapai merupakan satu kesatuan 
sistem hukum. 
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya harus 
rnerupakan "hukum yang hidup" (living law) sesuai politik 
hukum dan tata nilai yang berkernbang dalam masyarakat, 
sehingga ada harapan dalarn penerapannya dikernudian hari 
akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.91 

3. Landasan yuridis merupakan pertirnbangan atau alasan 
yang rnenggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
mengatasi permasalahan hukurn atau rnengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, 
yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 
kepastian hukurn dan rasa keadilan masyarakat. 

82 

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang ber­
kaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 
dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Landasan 
yuridis merupakan legalitas atau dasar hukurn berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 
derajatnya, dapat berupa aspek formalnya yang memberikan 
kewenangan pembentukannya, maupun aspek materiil yang 
berkaitan dengan masalah atau persoalan hukum yang harus 
diatur. 
Aspek materiil ini akan menjadi dasar hukum dikemudiannya 
bagi peraturan perundangan-undangan ~i bawah jenjangnya 
yang menentukan apakah harus diatur lagi atau tidak.92 

Bagir Manan mengemukakan, bahwa beberapa persoalan 
hukum itu, an tara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, 
peraturan yang tidak harmonis atau tum pang tindih, j enis 
peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga 
daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak 

91 Rosjidi Ranggawidjaja, Op.Cit. , h. 44 . 
92 Amiroeddin Syarif, Op.Cit. , h. 94-95. 
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memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum 
ada, sehingga faktor yuridis ini menunjukkan adanya: a. 
kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; 
b. kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan 
terhadap materi yang diatur; c. mengikuti tata cara tertentu 
dalam pembuatannya~ d. tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi .93 

Ketiga Jandasan tersebut berlaku menjadi dasar pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik. Tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan merupakan tahapan kegiatan yang 
dilaksanakan berkesinambungan untuk membentuk peraturan 
perundang-undangan, yang diawali dari terbentuknya ide atau 
gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, 
mempersiapkan, melakukan pembahasan rancangan peraturan 
perundang-undangannya. 

Dalam praktik bagi pembentukan peraturan perundang­
undangan tertentu (bagi Undang-Undang dan Peraturan Daerah) 
dalam tahapan perencanaan dilakukan dengan pembuatan Naskah 
Akademik peraturan perundang-undangan. Pembuatan atau 
penyertaan Naskah Akademik adalah untuk memenuhi ketentuan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai upaya untuk 
mengungkap adanya: a. kajian Jatar belakang yang mendukung 
perlu atau tidak perlunya penyusunan; b. kajian identifikasi 
masalah sang berkaitan dengan pertimbangan atau landasan 
pembentukan~ c. kajian tujuan penyusunan yang berkaitan dengan 
rumusan pertimbangan atau landasan pembentukan; dan d. uraian 
dalam bah tersendiri yang berkaitan dengan landasan filosofis, 
landasan sosiologis, dan landasan yuridis perlunya dibentuk 
Peraturan Perundang-undangan yang baru. 

Pemenuhan ketiga landasan tersebut di atas sebenarnya tidak 
otomatis mengakibatkan pembentukan peraturan perundang-

93 Bagir Manan f, Op.Cit., h. 14-15. 
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6 
HIERARKI, JENIS, DAN 
MATERI MUATAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

1-t 
ierarki atau tata susunan menunj ukkan suatu tingkatan atau 
jenjang dari jenis peraturan perundang-undangan yang 
mengandung fungsi dan materi muatan yang berbeda99, 

sehingga peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis 
yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
mengikat secara umum akan tersusun dalam suatu tatanan 
berjenjang dari bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 
Dalam peraturan perundang-undangan sejak Indonesia 

merdeka atau saat awal berlakunya UUD 1945 mengenal 
berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti Penetapan 
Presiden, Peraturan Presiden, Penetapan Pemerintah yang dalam 

99 Maria Farida lndriati Soeprapto I, Op.Cit., h. 80. 
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praktiknya memiliki materi muatan rancu dan tidak konsisten100. 

Hal ini berlangsung hinggajenis dan bentuk peraturan perundang­
undangan di-hierarki-kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1950 menurut urutan yang didasarkan pada kekuatan 
peraturan. 

Melewati masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, hierarki 
jenis peraturan perundang~undangan baru ditertibkan kembali 
melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, setelah itu 

jenis dan hierarki dikenal melalui Ketetapan MPR Nomor lll/ 
MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan 

Perundang-undangan, dan pasca perubahan UUD 1945, melalui 
Undang-Undang Nom or 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan 
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
Meskipun pada masing-masingnya terdapat perbedaan atau 

berbeda sesuai dengan landasan hukum yang mengatur tata susunan 
peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan hukum yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang 

lebih tinggi. Hal ini merupakan konsekuensi dari disusunnya 
peraturan perundang-undangan dalam hierarki, yang dirumuskan 
secara berjenjang dan berlapis-lapis, di mana peraturan perundang­
undangan yang lebih rendah harus selalu bersumber dan berdasar 
pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sesuai 

dengan Stufentheorie ).1o1 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 druam ketentuan Pasal 
7 ayat (2) menyebut hierarki menunjukkan adanya kekuatan hukum 

Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam hierarki dimaksud 
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang 

100 A Hamid S. A ttarnimi III, Peranan Kcputusan Prcsiden Repuhlik Indonesia 
Dalarn Pcnyelcnggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Kepu­
tusan Pn:siden Yang Berfungsi Pengaturan Dalarn Kurun Waktu Pclita I - Pclita IV, 
Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 
247-257. 
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101 Maria Farida Indriati Soeprapto I , Op.Cit. , h. 95-96. 
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lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang­
undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana juga dimaksudkan dalam 

ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 guna menunjukkan keterkaitan hierarki atau keberlakuan 
asas tersebut, bahwa " ... diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi .... " 

Analogi dalam hierarki terhadap asas tersebut adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya 
harus bersumber dari dan memiliki landasan hukum dari Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal demikian mempergaruhi 
juga terhadap materi muatan atau ketentuan Peraturan Perundang­

undangannya, sehingga materi muatan atau ketentuan yang ada 
tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Pemahaman terhadap hierarki atau susunan tata urutan 

perundang-undangan perlu diperhatikan untuk memahami prinsip­

prinsip sebagai berikut: 
a. Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dapat 

dan akan menjadi landasan atau dasar hukum bagi peraturan 
perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah atau 
berada di bawahnya, sehingga peraturan perundang-undangan 

yang kedudukannya lebih rendah materi muatannya harus 
bersumber atau berdasar pada peraturan perundangan­

~ndangan tingkat lebih tinggi dan materi muatannya tidak 
boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
b. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti 

atau diu bah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau yang sederajat. 
c. Peraturan perundang-undangan yang memiliki jenis atau 

bentuk yang sama apabila mengatur materi muatan yang 
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sarna, maka peraturan perundang-undangan yang paling baru 

atau yang terakhir harus diberlakukan meskipun tidak ada 
pernyataan ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa 

peraturan yang lama dicabut. 

Dalam Peraturan Perundang-undanganjuga dikenal asas yang 
berlaku secani horizontal yang menggambarkan tingkat sinkronisasi 

dan harmonisasi suatu Peraturan Perundang-undangan yang ada, 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan terhadap materi 
muatan yang sarna untuk diatur. Asas yang berlaku untuk Peraturan 
Perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang 

sama, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang­
undangan yang terbaru. Demikian pula untuk pencabutan dan atau 
penggantian Suatu peraturan perundang-undangan yang hanya 

dapat dicabut dan atau diganti, serta diubah hanya dengan peraturan 
perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. 

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan 
mendasarkan pada pinsip hierarki peraturan perundang-undangan, 

yaitu menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan 
yang berbasiskan "hierarkhie strukturaf' yang menjadi prinsip 
utama dalam sistem norma Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hierarki struktural rnenggarnbarkan hierarki susunan lembaga­

lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Peraturan perundang-undangan tingkat Pusat yang 

berlaku di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan asas wilayah . 
berlakunya) tentunya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan 
dengan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah yang hanya 

bersifat lokallregional. Narnun padasisi lain,jugamengakui adanya 
"hierarkhie fongsionaf' artinya berdasarkan kewenangan delegasi, 

suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut 
materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang tidak 
terdapat dalam hierarki struktural. Di samping itu juga mengatur 

kekuatan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan, 
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serta kewenangan mengujinya, baik untuk Undang-Undang maupun 
peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang. 

Hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan dalam 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 
terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Namun, dalam hierarkhi atau tata urutan peraturan perundang­
undangan terse but ternyata masih menyebut dan mengkatagorikan 
UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
merupakan Peraturan Perundang-undangan. Untuk hal ini A. 
Hamid S. Attamimi mengemukakan, bahwa "menggolongkan 
UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke 
dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, namun 
menempatkan keduanya di atas Undang-Undang adalah benar. 102 

Dasar pertimbangan A. Hamid S. Attamimi sebagai berikut103 : 

Dah~m ilmu tentang norma-norma hukum negara sebagaimana 
dikembangkan oleh Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans 
Kelsen, norma-norma terse but berada dalam tata susunan dari atas 
ke bawah sebagai berikut: 

Norma fundamental negara (Staatsfundamenta/norm); 
Aturan dasar negara/aturan pokok negara (Staatsgrondgesetz); 
Undang-undang (formal) (Formell Gesezt); dan 

I 02 A. Hamid S. Attamirni lll, Op.Cit., h. 287. 
103 Ibid. 

BAB6 
Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan 95 



Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom ( Veroninung 
& Autonome Satzung). 

Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan negara Republik 
Indonesia dalam perkembangan selalu memiliki perubahan akibat 
adanya perkembangan pemikiran terhadap peraturan perundang­
undangan mulai dari yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1950, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan 
MPR Nomor IIIIMPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 dan yang terakhir (yang berlaku saat ini) adalah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
Meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 menyebut hierarkhi namun ketentuan Pasal 8 
membuka peluang adanya jenis Peraturan Perundang-undangan 
mencakup berbagaijenis peraturan yang dibuat selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) j ika diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini 
menimbulkan adanya perkembangan terhadap hierarkhi, terlebih 
lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan asas terse­

but adalah: 
1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendahjenjangnya 

tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior 
derogat legi inferior). 
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undangan yang lebih rendah tersebut tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan 
diubah dengan peraturan perundang-undangan yang sejenjang, 
atau oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . 
Akibat dari terjadi hal ini adalah dapat dilakukan hak menguji 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah jenjangnya 

tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi . Jika dianggap bertentangan maka peraturan perundang­
undangan yang lebih rendah tersebut dapat menjadi tidak lagi 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

3. Peraturan perundang-undangan yang lebih baru menge­
nyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih lama (lex posteriori derogat lex priori). 

Hal yang sama diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang telah ada, jika diatur lagi dalam peraturan perundang­
undangan yang lebih baru maka ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang baru yang berlaku. 

4. Peraturan perundang-undangan yang Iebih khusus me­
ngeyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih umum (lex specialist derogat lex generalis). 

Pengaturan materi muatan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak selalu umum, karena sifat dari hakikat nilai masalah 
yang diatur atau adanya kepentingan untuk diatur secara tersendiri 
dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
sejenjang yang lebih mengatur secara khusus terhadap masalahnya. 

Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
menentukan, bahwa: "Materi Muatan Peraturan Perundang-un­
dangan adalah materi yang dimuat dalarn Peraturan Perundang-

BAB6 I 
Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan 97 



undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Per­
undang-undangan". 

Hierarki yang tersusun berjenjang berdasarkan jenis peraturan 
perundang-undangannya dengan materi muatan yang terkandung 
di dalamnya sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Per­

undang-undangan. Hal ini menjadikan UUD 1945 merupakan 
norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di bawah UUD 1945, sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . 

Pengertian ini mengarahkan pada Undang-Undang Dasar 
sebagai Aturan Dasar (staatsgnmdgesetz). Ketentuan Pasal3 Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dianggap telah menggeneralisir 
UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 merupakan Norma 
Fundamental Negara atau Staats.fundamentalnorm, menurut Hans 
Nawiasky atau yang disebut Gnmdnorm menurut Hans Kelsen, dan 
merupakan landasan filosofis. Jika dimaksudkan sebagai sumber 
hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, maka 
sebenarnya UUD 1945 bukanlah jenis Peraturan Perundang­
undangan. Demikian pula jika yang menjadi .acuan adalah hanya 
Batang Tubuh UUD 1945.104 

Hal inilah yang menimbulkan pertentangan apakah UUD 1945 
ini termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan?. 
Namun demikian jika menginterpretasikan secara gramatikal 
terhadap "UUD 1945" yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Batang Tubuh UUD 1945, 
dalam kedudukannya sebagai norma dasar, maka UUD 1945 
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ditempatkan pada susunan tertinggi atau berada paling atas dari 
peraturan perundang-undangan hanya untuk memiliki makna "tolok 
ukur" bagi semua peraturan perundang-undangan, dan tidak lain 
hanyalah terkait bagi dilakukannya pengujian konstitusionalitas 
materi suatu peraturan perundang·undangan yang berada di 
bawahnyajika dianggap bertentangan dengan yang tertinggi . 

Hal ini dapat ditengahi jika UUD 1945 hanya disebut dalam 
ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 
terpisahkan antara Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 
sebagai landasan filosofis dan konstitusional pembentukan 
peraturan perundang-undangan, tanpa tercantum atau dimasukkan 
sebagai jenis peraturan perundang-undangan dan terkait dengan 
hierarki dalam Pasal7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 sekaligus mencegah pertentangan yang dimaksud Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut terhadap 
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi 
Kedudukan UUD 1945 secara pasti sebagai hukum dasar bagi 
peraturan perundang-undangan. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Dengan penjelasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 

7 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
menyatakan, bahwa "Yang dimaksud dengan "Ketetapan Maje­
lis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Per­
musyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Per­
musyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2003 tentang 
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, 
tanggal 7 Agustus 2003." 

Keberadaan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" 
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sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan juga 
menimbulkan pertentangan, namun menurut penjelasan umum 
merupakan "penyempumaan'' terhadap Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 sebelumnya sebagai salah satu jenis Peraturan 
Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD 
1945. 

Pertentangan terhadap hal ini dapat disadari dengan mengingat 
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi Iembaga 
tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat dan juga hanya 
merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat "forum joint 
session" antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah, yang tidak lagi menerbitkan bentuk "Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat" sebagai jenis peraturan perundang­
undangan. 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang 
Penempatan dalam hierarkhi kedua j en is peraturan perundang­

undangan ini adalah sejajar sebagai norma-norma hukum ''formell 
Gesetz" menurut Hans Nawiasky yang secara harfiah diteljemahkan 
dengan Undang-Undang ('formal') yang berisi norma-norma 
hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung 
berlaku di dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal hanya dengan 

istilah "Undang-Undang" saja. 105 

Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
bersama dengan Undang-Undang dalam jenjang tata susunan 
atau hierarkhi peraturan perundang-undangan yang sama, tetap 
menunjukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
harus bersumber dan berdasar pada Undang-Undang dalam 
pelaksanaannya. 
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105 Maria Farida Indriati Soeprapto I , Op.Cit. , h . 51. 
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Pengganti Undang-Undang hanya dengan memenuhi Syarat yang 
ditetapkan oleh UUD 1945 dalam keadaan kegentingan yang 
memaksa. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa, Presiden 
tidak berwenang untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-U ndang. 

Pada dasamya Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang­
Undang, mempunyai daya berlaku seperti Undang-Undang, 
mengikat umum sejak diundangkan106

, sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 menentukan bahwa materi muatan yang terkandung dalam 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan 
materi muatan Undang-Undang. Bedanya dengan Undang-Undang 
hanya harus ada keadaan tertentu yang harus diatasi segera sebagai 
"kegentingan yang memaksa" dan tercermin dalam konsiderans 
menimbangnya. 

Undang-U ndang 
Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dalam 

sejarah perundang-undangan (wetshistorie) sejak Proklamasi 17 
Agustus 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali 
perubahan.107 Perubahan UUD 1945 ini mempengaruhi mekanisme 
penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan. UUD 1945 
tidak lagi membedakan dalam penerapan politik hukum pada 
konsentnisi kekuasaan (concentrated authority) yang dibentuk 
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai pembentukan Undang-Undang (Gesetzgebung) yang 
mengandung ketentuan-ketentuan yang "regelgevend" atau 

I 06 Perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nom or 138/PUU-Vll/2009, tang­
gal 8 Februari 2010. 

107 Perubahan pertama UUD 194 5 dilakukan pada tang gal I 9 Okto ber 1999, 
Perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga pada tanggal 10 
November 2001 , dan perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. 
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mengatur, dengan Presiden harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk menetapkan Angaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (staatsbegroting). 

Berbagai landasan pengaturan Undang-Undang dalam UUD 
1945 yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, antara 
lain: 
a. kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). 
Presiden "hanya" berhak mengajukan rancangan undang­
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat menurut ketentuan 
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, termasuk pengajuan rancangan 
undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja 
negara (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945). Dewan Perwakilan 
Rakyat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat) juga berhak 
mengajukan usul rancangan undang-undang menurut 
ketentuan Pasal 21 UUD 1945. 
Demikian pula bagi Dewan Perwakilan Daerah dapat 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D 
ayat (1) UUD 1945). 

b. setiap rancangan undang-undang yang dibahas membutuhkan 
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 
(Pasal20 ayat (2) UUD 1945). Pembahasan dimaksud termasuk 
bagi rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan 
dan belanja negara dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah (Pasal23 ayat (2) UUD 1945). 
Jika tidak mendapatkan persetujuan bersama maka rancangan 
undang-undang tersebut tidak boleh lagi diajukan dalam 
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7 
PERENCANAAN 
PENYUSUNAN PERATURAN 
PERUN DANG-UN DANGAN 

1{J ada prinsipnya setiap pembentukan Peraturan Perundang­
undangan harus melalui proses perencanaan dalam 
menunjang pembangunan kerangka hukum secara nasional 

yang terencana dalam kesatuan pertimbangan terhadap kebutuhan 
hukum masyarakat dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, 
sehingga keberadaan suatu peraturan perundang-undangan nantinya 
tidak lagi menimbulkan kontradiksi lagi. 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 memberikan batasan terhadap beberapa bentuk peraturan 
perundang-undangan tertentu yang harus melalui tahapan 
perencanaan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang 
direncanakan oleh lembaga, komisi atau instansi sebagaimana 
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dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (l) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011.113 

Kegiatan perencanaan dimaksud adalah untuk menjaga agar 
produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam kesatuan 
sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan undang­
undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional, bagi Peraturan 
Daerah Provinsi dalam Program Legislasi Daerah Provinsi dan 
bagi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Program Legislasi 
Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan bagi Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Presiden harus dilakukan dalam program penyusunan 
masing-masing untuk menjalankan undang-undang, demikianjuga 
bagi peraturan perundang-undangan lainnya sesuai kewenangan 
dan kebutuhan lembaga, komisi dan instansi masing-masing.114 

Program legislasi merupakan suatu hal yang penting berkaitan 
dengan materi peraturan perundang-undangan (bagi Undang­
Undang dan Peraturan Daerah) dalam menunjang pembangunan 
kerangka hukum secara nasional yang diharapkan dapat menjadi 
pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan kenyataan kebutuhan hukum masyarakat. 

Namun, tampaknya perencanaan dimaksud bukanlah sekadar 
susunan pola tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal1 angka 1 Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 201 Jl 15

, karena untuk dapat memasuki 
tahapan perencanaan secara teknis, Program Legislasi baik secara 
nasional (Prolegnas), maupun secara daerali (Prolegda116

) akan 

113 Pcrhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. 
114 Perhatikan kctentuanPasal16, 24, 30, 32,39 dan 42 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun20II. 
115 Pcrhatikan ketentuan Pasal l angka I, bahwa "Pcmbcntukan Peraturan Pe­

rundang-undangan adalah pt..mbuatan Peraturan Pcrundang-undangan yang mcncakup 
tahapan perencanaan, penyusunan, pcmbahasan, pengesahan atau penetapan, dan pc­
ngundangan." 

116 Perhatikan tmtuk istilah ini, karena dalam ketentuan Bab XI Undang-Un­
dang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal scbagai "Program Pcmbentukan Peraturan Dac­
rah". 
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memuat daftar skala prioritas rancangan yang akan dibentuk pada 
suatu periode tertentu (misalnya: periode 5 tahun atau periode 1 
tahun - prioritas tahunan) yang berisi judul rancangan peraturan 
perundang-undangan, materi yang diatur, dan konsepsi rancangan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan latar 
belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, 
danjangkauan dan arah pengaturan yang telah melalui pengkajian, 
penyelarasan dan dituangkan dalam Naskah Akademik.117 Jadi 
rancangan yang telah memiliki naskah akademik akan merupakan 
skala prioritas yang diutamakan dibanding rancangan yang tidak 
memiliki naskah akademik. 

Dengan demikian tahapan perencanaan tidak mungkin 
dilepaskan dari tahapan penyusunan, atau bahkanjika dipikirkan 
tahapan perencanaan dan penyusunan merupakan tahapan 
bersama sebagai perencanaan penyusunan pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang dimulai dari pengajuan rancangan 
peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan konsepsi 
rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 
diwujudkan, danjangkauan dan arah pengaturan yang telah melalui 
pengkaj ian dan penyelarasan semen tara yang telah dituangkan 
dalam Naskah Akademik. Jadi telah ada proses penyusunan yang 
dilakukan dalam perencanaan terhadap perlu atau tidaknya suatu 
rancangan peraturan perundang-undangan untuk dibentuk menjadi 
suatu pei-aturan perundang-undangan, sehingga secara teknis 
penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah 
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang­
undangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 . 

Hal ini sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 

11 7 Perhatikan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Ta­
hun 201 1. 
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87 Tahun 2014 yang menentukan bahwa perencanaan meliputi 
kegiatan penyusunan Naskah Akademik, Naskah Akademik 
disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang 
yang dilakukan Pemrakarsa sesuai dengan teknik penyusunan 
Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 118 Jika hal ini dilalui dengan benar maka seharusnya 
setiap Rancangan Undang-Undang sebenarnya telah diantarkan 
oleh sebuah Naskah Akademik, karena Rancangan Undang­
Undang hanya berkedudukan sebagai Lampiran Naskah Akademik 
dan tidak mungkin sebuah Rancangan Undang-Undang tidak 
memiliki Naskah Akademik. Mengapa sulit atau jarang ditemukan 
Naskah Akademik bersama Rancangan Undang-Undang? atau 
Mengapa yang dijumpai hanya Rancangan Undang-Undang saja? 
Untuk menjawab hal ini perhatikan apakah sebenarnya yang 

disebarluaskan! 
Prosedural tata cara mempersiapkan Rancangan Undang­

Undang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 
Tahun 2014119, Pemrakarsa membentuk terlebih dahulu panitia 
antarkementerian dan/atau antarnon kementerian yang terkait 
dengan substansi, bahkan mengikutsertakan ahli hukum, 
akademisi, praktisi dan/atau perancang peraturan perundang­
undangan sebelum Rancangan Undang-Undang (Lampiran Naskah 
Akademik) dibuat dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tahunan. 
Hal ini memberikan pengertian bahwa sebenarnya perencanaan 
sebuah Rancangan Undang-Undang telah dilakukan Pemrakarsa120 

dan memerlukan sebuah pembahasan lebih lanjut melalui rapat­
rapat panitia yang dibentuk terhadap permasalahan yang bersifat 
prinsipiil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan 
diatur, jangkauan, arab pengaturan, dan harmonisasi konsepsinya. 

2014. 

120 

118 Perhatikan kctentuan Pasal3. 8 Peraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014. 
l19Perhatikan ketentuan Pasal45, 46 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. 
120 Perhatikan ketentuan Pasal48 ayat (2) Peraturan Presidcn Nomor 87 Talmn 
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Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan alur prosedural 
dari kementerian pemrakarsa hingga untuk disampaikan kepada 
Presiden sebelum Rancangan Undang-Undang ditetapkan dalam 
daftar Prolegnas. Langkah-Iangkah yang harus dilalui yaitu:m 

Pertama: Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian 
dan/atau antarnonkementerian untuk penyusunan Rancangan 
Undang-Undang yang keanggotaannya terdiri atas unsur: a. 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur 
dalam Rancangan Undang-Undang; dan c. perancang Peraturan 
Perundang-undangan yang berasal dari instansi Pemrakarsa, serta 
"dapat" mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi. 
Penyiapan, pengolahan, dan perumusan dilaksanakan oleh biro 
hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang 
Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemrakarsa, yang 
sekaligus secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia 
antarkementerian dan/atau antamonkementerian yang bertugas 
dan bertanggung jawab melakukan penyiapan naskah Rancangan 
Undang-Undang, Naskah Akademik, dan materi pendukung 
lainnya sebagai bahan pembahasan panitia antar-kementerian dan/ 
atau antamonkementerian. 

Kedua: Rapat panitia melakukan pembahasan dan memberikan 
masukan terhadap permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai 
pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, 
arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi sesuai dengan lingkup 

tugas masing-masing. 
Ketiga: Hasil pembahasan panitia berupa konsepsi Rancangan 

U ndang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota 
panitia disampaikan kepada Menteri dari Kementerian Pemrakarsa 

121 Perhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Bab III Bagian Kesatu dan Kedua 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tal1W12014. 
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disertai permohonan122 untuk dilakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang­
Undang123. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden 
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 

Keempat: Menteri dalam melakukan rapat pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang­
Undang melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait, serta 
"dapat" mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari 
lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapatnya 
sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam mengambil 
keputusan. Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati 
dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait 
untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap I em bar naskah 
Rancangan Undang-Undang. 

Kelima: Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa basil 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf 
persetujuan untuk disampaikan kepada Presiden. 

122 Perhatikan ketentuan Pasa151 ayat (2) Peratvran Presidcn Nomor 87 
Tahun 2014, bahwa Pcrrnohonan harus discrtai dengan dokumen: a. Naskah Akade­
mik; b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran; c. kcputusan mengenai 
pembentukan panitia antar-kcmcnterian dan!atau antamonkementerian; d. Rancangan 
Undang-Undang yang tclah mendapatkan paraf persetujuan selumh anggota panitia an­
tar-kemcnterian dan/atau antamonkementcrian; dan e. izin prakarsa dalam hal Rancan­
gan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas. 

123 Pcrhatikan ketentuan Pasal 5 I ayat ( 4) Peraturan Presiden Nom or 87 Tahun 
2014, bahwa Penghannonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 
Undang-Undang, dimaksudkan untuk: a. menyclaraskan Rancangan Undang-Undang 
dengan: 1. Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang terkait lainuya; dan 2. teknik 
penyustman peraturan perundang-undangwt b. menghasilkan kesepakatan terhadap 
substansi yang diatur dalan1 Rancangan Undaug-Undang. 
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Hal yang sama, jika Rancangan Undang-Undang berasal 
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD)12
\ harus juga disertai Naskah Akademik125

, dan 
ketentuan Pasal43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
menentukan juga harus disertai keterangan yang memuat pokok 
pikiran dan materi muatan yang diatur. Rancangan Undang-Undang 
dari DPR disampaikan dengan s urat pimpinan DPR kepada Presiden 
dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; 

c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber day a ekonomi lainnya; 
dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah126. Rancangan 
Undang-Undang diajukan DPD disampaikan secara tertulis oleh 
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden127

, 

harus disertai Naskah Akademik. 
Perbedaan mendasar hanya untuk prosedur teknis yang diatur 

menurut Tata Tertib DPR atau DPD berkaitan alat kelengkapan 

yang dimiliki. Anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR dalam 
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang terlebih dahulu 
menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur, 
sehingga saat disampaikan kepada pimpinan DPR, Rancangan 
Undang-Undang telah melalui proses Pengharmonisasian, 
Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Undang-

124 Perhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat beras­
al dari DPR DPD atau Presiden. Hal ini berdasar pada putusan Mahkamah 
Kostitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal27 Maret 2013. 

125 Perhatikan ketentuan Pasa1 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011. 

126 Perhatikan ketentuan Pasa1 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal 27 
Maret2013. 

127 Pcrhatikan ketentuan Pasa1 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal27 
Maret 2013. 
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Undang. Untuk diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang 
dari DPR diputuskan dalam rapat paripurna DPR setelah 
memperhatikan pendapat Fraksi. Sedangkan di DPD ditangani 
oleh Alat Kelengkapan DPD: Panitia Perancang Undang-Undang. 
Panitia Perancang Undang-Undang merupakan Alat Kelengkapan 
DPD yang bersifat tetap dalam penyelenggaraan sebagian fungsi 
legislasi, sekaligus sebagai Pusat Perancangan kegiatan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang dari DPD. 

Namun demikian secara keseluruhan jika diperhatikan 
keberadaan Naskah Akademik mutlak diperlukan atau ada 
keharusan harus ada terlebih dahulu sebelum disusun, sehingga 
proses perencanaan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang 
merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. 
Selebihnya setelah DPR, DPD dan Presiden menyampaikan 
Rancangan Undang-Undang ke Badan Legislasi DPR sebagai 
muara penyampaian Rancangan Undang-Undang untuk disusun 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan 
dalam Rapat Paripuma DPR. 

Dengan demikian yang dimaksudkan Program Legislasi 
hanya lnstrumen Perencanaan Legislasi yang merupakan daftar 
acuan kinerj a dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan 
perundang-undangan (bagi Undang-Undang dan Peraturan Daerah) 
yangjika ditinjau dalam kualitas peraturan perundangan-undangan 
berkaitan dengan substansi atau materi rancangan berdasarkan 
naskah akademik yang menyertainya. Program.legislasi merupakan 
bagian dari politik hukum yang berisi rencana pembentukan 
peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu dalam 
bentuk daftar materi peraturan perundang-undangan yang dalam 
tataran konkritnya mengacu pada politik hukum nasional mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, agar 
pembangunan hukum nasional dapat dilakukan secara bertahap 
dan menyeluruh sesuai dengan tujuan negara. 
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Sebaik-baiknya instrumen program legislasi ini tentunya 
hanya merupakan penampungan bagi rancangan prioritas 
pilihan dari beberapa usulan yang disampaikan pada 
koordinator program legislasi. Keberhasilan program legislasi 
tentunya bukan dapat menampung semua usulan, namun benar­
benar telah melalui "pengkajian terhadap Naskah Akademik" yang 
mengantarnya, "urgensi" rancangan dan jumlah rancangan yang 
"riil dan realistis". Sebagaimana diketahui semua rancangan yang 
masuk program legislasi dan diprioritaskan dalam kenyataannya 
tidak dapat terselesaikan seluruhnya, belum lagi ditambahkan 
dengan rancangan dari kumulatif terbuka dan seandainya ada 
rancangan di luar program legislasi. 

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang diatur 
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 adalah: 

Perencanaan Rancangan Undang-Undang 

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 maka Perencanaan penyusunan Undang-Undang 
dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas dimaksud merupakan skala 
prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka 
mewujudkan sistem hukum nasional. Instrumen perencanaan 
program pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui 
Prolegnas128

. Prolegnas merupakan skala prioritas program 
pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem 
hukum nasional sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 

Skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang 
menentukan adanya Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan 

128 Pasall angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasall angka 8 
Peraturan Presideu Nomor 87 Tahun 2014 . 
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a tau dengan kata lain Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah 
dan prioritas tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan 
Rancangan Undang-Undang. Jadi peran skala prioritas ini 
dimaksudkan agar program pembentukan undang-undang adalah 
selalu dalam koridor sistem hukum nasional atau pembentukan 
undang-undang di Indonesia yang bergantung pada sistem hukum 
yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling 
menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan 
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. 

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan 
Pemerintah di bawah koordinasi DPR melalui alat kelengkapan 
DPR yang khusus menangani hi dang legislasi 129

, yaitu Badan 
Legislasi (Baleg). Hasil penyusunan Prolegnas disepakati menjadi 
Prolegnas setelah ditetapkan dalam Rapat Pari puma DPR dengan 
keputusan DPR. Perencanaan Rancangan Undang-Undang menurut 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
meliputi kegiatan: a. penyusunan NaskahAkademik; b. penyusunan 
penyusunan Prolegnas jangka menengah; c. penyusunan Prolegnas 
prioritas tahunan; d. perencanaan penyusunan Rancangan Undang­
Undang kumulatif terbuka; dan e . perencanaan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas." 

Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang dalam 
prolegnas didasarkan atas perintah peraturan p~rundang-undangan, 
sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan 
jangka panjang nasion a!, rencana pembangunan jangka menengah, 
rencana kerja pemerintah/rencana strategis DPR-DPD, serta 
aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Pasal 7 Peraturan Presiden Nom or 87 Tahun 201 4 menentukan 

I 2 9 Perhatikan kcberlakuan ketentuan Pasal 20 ayat ( l ), Pasal 21 ayat (I ) dan 
Pasal22 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 92/PUU-X/20 12 tanggal27 Maret 2013. 
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bahwa Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah 
disepakati menjadi Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas 
prioritas tahunan setelah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 
Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan 
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang­
Undang.130 

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah 
dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas 
untuk j angka waktu 5 (lima) tahun. Prol egnas jangka menengah dapat 
dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan 
penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan 

Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka 
menengah dilakukan setiap tahun sebelurn penetapan Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 131 

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nornor 12 
Tahun 2011 dan Pasal6 Peraturan Presiden Nom or 87 Tahun 2014, 
Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan 
oleh rnenteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di 
bidang hukurn, adalah Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia. 
Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Penyusunan Prolegnas di lingkungan 
DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi . Penyusunan Prolegnas di lingkungan 
DPR dila'kukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi , 
kornisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat, yang tata cara 
penyusunan Prolegnasnya diatur dengan Peraturan DPR. 

Hasil penyusunanProlegnas antaraDPR, DPD, dan Pemerintah 
disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna 

130 Perhatikan ketentuan Pasa1 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 dan Pasal5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. 

131 Perhatikan ketentuan Pasal20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 . 
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DPR132 atau dengan Keputusan DPR. Jadi keputusan DPR dalam 
rapat paripurna tersebut menyepakati perencanaan pembentukan 
undang-undang atau rancangan undang-undang untuk Prolegnas 
jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan. Perencanaan 
Prolegnas dimaksud meliputi kumpulan dari rancangan prioritas, 
sebagai rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan 
usulan dari DPR, Presiden atau DPD tiap tahunnya. Selain itu 
Prolegnas juga meliputi rancangan Undang-Undang kumulatif 
terbuka sebagai rancangan Undang-Undang yang direncanakan di 
luar Prolegnas yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh 
DPR atau Presiden. 

Prolegnas Jangka Menengah 

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya disebut 
dengan perencanaan peraturan perundang-undangan sebenarnya 
merupakan perencanaan pembentukan peraturan perundang­
undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang meliputi 
perencanaan Rancangan Undang-Undang; perencanaan Rancangan 
Peraturan Pemerintah; perencanaan Rancangan Peraturan Presiden; 
perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; perencanaan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan perencanaan 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan ll}innya. 

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah di Lingkungan 
Pemerintah 

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah yang diko­
ordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

132 Pemaknaan ini menurut Putusan Mahk:amah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/2012 tanggal27 Maret 2013 tcrhadap ketentuan Pasa122 ayat ( I) Undang-Un­
dang Nomor 12 Tahun 2011. 

128 I Pembentukan Peraturan 
Pusat. Daerah dan Desa 



di bidang hukum, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia 
diawali dengan menyiapkan rancangan penjabaran dari visi, misi, 
dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, 
kebijakan umum, dan program prioritas Presidenjangka menengah. 

Penyusunan Prolegnas merupakan penyusunan daftar Ran­
cangan Undang-Undang (dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pre­
siden Nomor 87 Tahun 2014 disebutkan "atau arah kerangka 

regulasi) yang didasarkan pada: 
a. perintah UUD 1945; 
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang 

masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 
Agustus 2003); 

c. perintah Undang-Undang lainnya; 
d. sistem perencanaan pembangunan nasional; 
e. rencana pembangunanjangka panjang nasional; 
f. rencana pembangunan jangka menengah; 
g. rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana 

strategis DPD133
; dan 

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Dalarn menyiapkan penyusunan Prolegnas, Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukum ber­
koordinasi dengan rnenteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/ 

133 Pemaknaan ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/20 12 tanggal27 Maret 2013 tcrhadap ketentuan Pasa118 huruf g Undang-Un­
dang Nom or 12 Tahun 2011, namun dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketentuan huruf 
ini hanya berkaitan dcngan rcncana kerja pemerintah saja. 
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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan 
negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. 

Hasil penyiapan penyusunan Prolegnas jangka menengah 
berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka 
regulasi berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat 
program pembentukan Undang-Undang yang tersusun berdasarkan: 
a. judul Rancangan Undang-U ndang, b. materi yang diatur meliputi 
konsepsi yang meliputi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran 
yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, c . dasar 
penyusunan, dan d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang­
undangan lainnya.134 Materi yang diatur telah melalui pengkaj ian 
dan penyelarasan dan telah dituangkan dalam Naskah Akademik 
sebagai upaya atau proses untuk mengetahui keterkaitan materi 
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya 
yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang 
tindih pengaturan atau kewenangan. 

Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan peme­
rintahan di bidang hukum menyampaikan daftar Rancangan 
Undang-Undang atau arah kerangka regulasi tersebut kepada 
kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk 
mendapatkan tanggapan atau masukan. Tanggapan atau masukan 
dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka 
regulasi diterima disampaikan kern bali kepada Menteri. Tanggapan 
atau masukan dapat berupa usul penambahan atau pengurangan 
terhadap konsep daftar Rancangan Undang-Undang atau arah 

134 Perhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Prcsiden Nomor 87 Tahun 
2014. 
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8 
POLA PENELITIAN ATAU 
KAJIAN HUKUM 
SUATU PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

U
ntuk dapat mengajukan peraturan perundang-undangan 
memerlukan adanya kegiatan penelitian atau pengkajian 
hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian atau 

pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus dilakukan agar 
pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sesuai dengan politik 

hukum yaqg berkembang dan tentunya dalam batasan sistim hukum 
yang berlaku. 

Penelitian atau pengkajian hukum senantiasa diperlukan 
agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat mengikuti 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi penelitian 
atau pengkajian hukum ini nantinya akan menghasilkan solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
Dalam tahapan ini penelitian atau pengkajian hukum akan tersusun 
secara sistematis-logis atas data informasi yang harus diselesaikan 
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terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat. 
Penelitian atau pengkajian hukum merupakan bentuk 

penyelarasan hukum terhadap permasalahan dan kebutuhan 
hukum masyarakat untuk dapat diusulkan dalam program legislasi 
atau program pembentukan peraturan perundang~undangan. 

Selanjutnya penelitian atau pengkajian ini akan menjadi dokumen 
kesiapan teknis pembentukan peraturan perundang~undangan 
yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik. Pembentukan 
peraturan perundang-undangan dimaksud adalah terhadap jenis 
bentuk peraturan perundang-undangan: Undang-Undang dan 
Peraturan Daerah. 

Penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertang­
gungjawabkan secara ilmiah disusun berdasarkan suatu metode 
tertentu yang berbasiskan metode penelitian hukum yaitu penelitian 
studi pustaka melalui metode yuridis normatif atau penelitian 
sosiolegal melalui metode yuridis empiris merujuk pada kebutuhan 
hukum masyarakat dan kepentingan negara untuk mengaturnya 
dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat. 

Pemikiran perlunya pembentukan suatu peraturan perundang­
undangan merupakan kajian yang mendalam dan komprehensif 
mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang didasarkan pada 
argumentasi secara sosiologis yang menunjukkan permasalahan 
yang dihadapi. Hal ini memeberikan pengertian bahwa "keinginan" 
memberikan pengaturan bukanlah didasarkan pada kepentingan 
sesaat "saat itu", namun tetap merujuk pada kepentingan 
pembangunan hukum nasional pada Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025, sehingga arah kebijakan pembangunan 
hukum dapat mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana diketahui , bahwa pembentukan peraturan 
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perundang-undangan yang tertib merupakan salah satu tatanan 
terselenggaranya negara hukum, selain untuk memenuhi kepen­

tingan pemerintah dalam penyelenggaraan negara juga untuk 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan adanya peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian kegiatan penelitian atau 
pengkajian hukum memegang peranan penting untuk menunjukkan 

hal tersebut. 
Metodeyang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum 

yuridis normatif dan/atau metode yuridis empiris. Metode yuridis 

empiris yang dikenal dalam penelitian sosiolegal. Penggunaan 
metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang 
menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan 
Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau 
dokumen hukum lainnya, serta basil penelitian, basil pengkajian, 

dan referensi lainnya, serta ( dapat dilengkapi dengan) wawancara, 
diskusi (ataufocus group discussion), dan rapat dengar pendapat. 

Sedangkan penelitian atau pengkajian melalui metode yuridis 

empiris atau sosiolegal merupakan penelitian peraturan perundang­
undangan (secara normatif) yang dilanjutkan atau dilengkapi 
dengan observasi lebih mendalam yang tidak hanya sekadar 
studi pus taka namun juga kebutuhan hukum secara "sosiologis" 
dalam masyarakat, sehingga memerlukan adanya penyebarluasan 

kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait 

dan y~g berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan 
yang diteliti. 

Oleh karena itu penelitian atau pengkajian hukum memerlukan 
materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, 
serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari 
pengaturan yang diinginkan. Selain materi kondisional hukum yang 

ada untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang 

akan diatur dan untuk mencegah menghindari terjadinya tumpang 
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tindih pengaturan. 

Penelitian atau pengkajian hukum inilah kemudian dituangkan 
menjadi Naskah Akademis yang akan mengantarkan rancangan 
peraturan perundang-undangan dalam program legislasi atau 
program pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pengertian secara definitif terhadap yang dimaksud dengan 
NaskahAkademik adalah Naskah basil penelitian atau pengkajian 
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
mengenai pengaturan masalah tersebut dalarn suatu Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 143 

Keberadaan Naskah Akademik, menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 merupakan bagian dari persyaratan dalam 
penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan 
Daerah, sejak tahapan perencanaan pembentukan peraturan 
perundang-undangan, secara rinci nampak dalam ketentuan: 
1. Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Rancangan 

U ndang-U ndang: 
• Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011: "Materi yang diatur telah melalui pengkajian 
dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik" 

• Ketentuan Pasal43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011: "Rancangan Undang-Undang yang berasal 
dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah 
Akademik"144 

• Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011, menegaskan, bahwa Penyusunan Naskah Akademik 

------
143 Pcrhatikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 dan Pasal 1 angka 13 Pcraturan Presidcn Nom or 87 Tahun 2014. 
144 Ketentuan Pasal43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak 

berlaku bagi Rancangan Undang-Undang yang dimaksud dalam ayat (4) 
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Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan 
teknik penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini. 

• Ketentuan Pasal48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, yang khusus menegaskan bagi: "Rancangan 
Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis 
oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada 
Presiden dan harus disertai Naskah Akademik"145 

• Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014, mempertegas, bahwa "Naskah Akademik disusun 
dalarn rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang" 

• Ketentuan Pasal 9 dan Pasall 0 Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014, menunjukkan, bahwaNaskahAkademik 
menjadi utama bagi setiap pemrakarsa yang mengajukan 
Rancangan Undang-Undang di lingkungan pemerintah: 
Ketentuan Pasal 9 ayat (1): "Menteri melakukan pe­
nyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari 
Pemrakarsa". 
Ketentuan Pasal 10: "Menteri menyampaikan Naskah 
Akademik Rancangan Undang-Undang yang telah 
selesai diselaraskan kepada Pemrakarsa disertai dengan 
penjelasan basil penyelarasan" . 

• Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 
~7 Tahun 2014, menegaskan bagi pemrakarsa yang 
mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang 
berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk 
dalam Prolegnas prioritas tahunan, bahwa " harus 
melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi : 
a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan 
Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan Undang-

145 Ketentuan Pasal48 ayat (I) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll dimak­
nai menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tanggal27 Maret 
2013. 
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Undang;" 
• Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014, rnenegaskan bagi pernrakarsa yang 
menyampaikan usul penyusunan Rancangan Undang­
Undang yang termasuk dalam kurnulatifterbuka, bahwa 
"harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang 
meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan 
penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. 
Rancangan Undang-Undang;"146 

• Ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014, menegaskan bagi pemrakarsa yang 
rnenyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang di 
luar Prolegnas melarnpirkan dokumen kesiapan teknis 
yang meliputi: "b. NaskahAkademik; c. surat keterangan 
penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; d. 
Rancangan Undang-Undang;" 

• Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014, menegaskan bagi pemrakarsa yang 
menyampaikan permohonan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 
Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf 
persetujuan anggota panitia kepada Menteri, "harus 
disertai dengan dokumen: a. Naskah Akademik;" 

• Ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014: "Ketentuan mengenai tata ca·ra mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap Penyusunan Rancangan Undang­
Undang Kumulatif Terbuka dan Rancangan Undang-

146 Ketentuan Pasal23 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014, tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang yang dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat ( l) huruf c dan htuUf e. 
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Undang di Luar Prolegnas di Lingkungan Pemerintah" 
2. Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Rancangan Per­

aturan Daerah: 

Provinsi: 
• Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 : "Materi yang diatur telah melalui pengkaj ian 
dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik" 

• Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 : "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 
Naskah Akademik" 

• Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011, menegaskan, bahwaPenyusunan NaskahAkademik 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan 
sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik, 
sebagaimana tercantum dalam Lamp iran I U ndang­
Undang ini. 

• Ketentuan Pasal67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 
Tahun 2014, menegaskan bagi setiap "Pemrakarsa dalam 
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
disertai dengan penjelasan atau keteranganH1 dan/atau 
Naskah Akademik"148 

• Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 
81 Tahun 2014, menegaskan "Biro hukum Pemerintah 
Daerah Provinsi melakukan penyelarasan Naskah Aka­
demik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dite-

147 Perhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014, bahwa yang dimaksud "Penjclasan atau ketcrangan ... paling sedikit memuat 
pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur." 

148 Perhatikan kctentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 87 Ta­
hun 2014 bahwa yang dimaksud "Penyusunan N askah Akademik. Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik. penyusunan NaskahAkademik. ... da­
lam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur­
an Perundang-undangan." 
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rima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi" 
• Ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014, menegaskan untuk "Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi yang telah diajukan oleh anggota 
DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda 
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD 
Provinsi disertai penjelasan atau keterangan149 dan/atau 
Naskah Akademik."150 

Kabupaten/Kota: 

• Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: 
"Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan 
Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" 

• Ketentuan Pasal63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: 
"Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" 

• Ketentuan Pasal69 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014: 
"Ketentuan mengenai penyusunan penj elasan a tau keterangan 
dan/atau Naskah Akadernik serta penyelarasan Naskah 
Akadernik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau 
keterangan dan/atau Naskah Akademi~ serta penyelarasan 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ 

149 Perhatikan ketentuan Pasa1 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014, bahwa yang dimaksud "Penjelasan atau keterangan ... memuat a. pokok pikiran 
dan materi muatan yang diatur; b. daflar nama; dan c. tanda tangan pengusul." 

150 Perhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 bahwa yang dimaksud "Naskah Akademik ... yang telah melalui pengkajian dan 
pt.:nyelarasan, memuat: a. 1atar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin 
diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau o~jek yang akan diatur; dan d. jang­
kauan dan arab pengaturan." 
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Kota" 
• Ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota" 

DPRD 
• Ketentuan Pasal86 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014: 

"Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi 
di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. 

Mendasarkan pada uraian ketentuan Undang-Undang No­
mer 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tersebut, nampak bahwa kepentingan Naskah Akademik 
sebenarnya mutlak hanya bagi Rancangan Undang-Undang yang 
diajukan pemrakarsa, bagi kepentingan dilakukannya pengkajian 
dan penyelarasan guna pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan. 
Jadi Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang pernrakarsa 
diperlukan untuk mengetahui kelayakan penelitian atau pengkajian 
hukum terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat 
secara ilmiah bagi pengaturannya dalam Rancangan Undang­
Undang. 

Berbeda bagi Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah, 
karena dari awalnya kedudukan Naskah ini dapat "digantikan" 
dengan "penjelasan atau keterangan" berdasarkan frasa "penje· 
lasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik" dengan 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal67 ayat (5) 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud 
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"Penjelasan atau keterangan ... paling sedikit memuat pokok 
pikiran dan materi muatan yang akan diatur." dan Pasal 79 
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, bahwa yang 
dimaksud "Penjelasan atau keterangan ... mem uat: a. pokok 
pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan 
c. tanda tangan pengusul.". 

Kedudukan frasa "dan/atau Naskah Akademik" memberikan 
pengertian "dapat" dan yang disertakan bersama penjelasan atau 
keterangan, atau bahkan penjelasan atau keterangan "digantikan" 
dengan menyertakan Naskah Akademiknya dengan memenuhi 
ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (6) 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud 
"Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah 
Akademik ... dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan." atau ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 bahwayang dimaksud "NaskahAkademik 
... yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: a. 
Jatar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin 
diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang 
akan diatur; dan d. jangkauan dan arab pengaturan.". 

Padahal mengingat pada penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011, bahwa keberadaan Undang-Undang 
ini dimaksudkan "sebagai penyempurnaan terhadap Undang­
Undang sebelumnya, ... , yaitu antara lain: ... d. pengaturan Naskah 
Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan 
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota~ ... ;f. penambahan 
teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang­
Undang ini.". Namun demikian, sebenarnya untuk Peraturan Daerah 
"baru atau penganti" keberadaannya memerlukan pengkajian 
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9 
PERATURAN 
PERU N DANG-UN DANGAN 
PUSAT 

1B 
erawal dari pemikiran pembentukan peraturan perundang­
undangan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai 
negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan 

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, 
terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional 
berdasarkan UUD 1945. Selain hal tersebut, pembentukan 
peraturan perundang-undangan adalah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. 

Oleh karena itu, perlu peraturan mengenai pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara 
dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang­
undangan. Dalam negara hukum, segala aspek kehidupan dalarn 
bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan 
sistem hukum nasional. 
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Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di 
Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu 
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 

Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam katagori 
ini meliputi jenis: 
1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang­

Undang; 
2. Peraturan Pemerintah; 
3. Peraturan Presiden. 

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang­
Undang 

• Undang-Undang 

Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
menentukan, bahwa: "Tata cara pembahasan Rancangan Undang­
Undang di DPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 
sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib DPR." 
Pembahasan dimaksud berkaitan dengan pengajuan Rancangan 
Undang-Undang yang berasal dari Presiden dan DPR. 

Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang 
berasal dari Presiden 

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan pemrakarsa 
kepada Presiden dapat dipersiapkan pembahasannya sebagai 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, yang 
merupakan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi yang telah disertai dengan penjelasan mengenai : a. latar 
belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; 
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dan c. jangkauan dan arah pengaturan, yang menggambarkan 
keseluruhan substansi Rancangan Undang-Undang. 

Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada 
Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat 
penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden 
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR. Dalarn 
pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri yang 
ditugasi mewakili Presiden wajib melaporkan perkembangan dan/ 
a tau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden, terlebih lagi j ika 
terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya 
yang akan mengubah isi serta arah Rancangan Undang-Undang. 

Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang 
berasal dari DPR 

Dalam hal Presiden menerima Rancangan Undang-Undang 
yang disarnpaikan oleh pimpinan DPR, menteri yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara melakukan 
koordinasi dengan menteri-menteri terkait dalarn rangka penyiapan 
penugasan menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Di DPR. Surat Presiden mengenai 
penugasan menteri disampaikan kepada Pimpinan DPR dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal surat Pimpinan DPR diterima." 

Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan 
Rancangan Undang-Undang di DPR menyiapkan: a. pandangan 
dan pendapat Presiden; dan b. daftar inventarisasi masalah, dengan 
memperhatikan arahan dan keputusan Presiden, menteri yang 
bersangkutan menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden 
dan daftar inventarisasi masalah kepada pimpinan DPR dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal Rancangan Undang-Undang diterima Presiden. 
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Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Pada prinsipnya pembahasan Rancangan Undang-Undang 
dilakukan oleh DPR bersarna Presiden atau menteri yang ditugasi. 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 
(dua) tingkat pembicaraan, sebagai berikut. 
I. Pembicaraan tingkat I dalarn rapat komisi, rapat gabungan 

komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau 

rapat Panitia Khusus~ 

Dalam pembicaraan tingkat I inijika pembahasan Rancangan 
Undang-Undang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan 
pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
dilakukan dengan mengikutsertakan alat kelengkapan DPD yang 
membidangi materi muatanRancangan Undang-Undang. Selain itu 
DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agarna." 

Dalam pembicaraan tingkat I ini dapat diundang pimpinan 
I embaga negara a tau lembaga lain j ika materi Rancangan U ndang­
Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. 

Kegiatan-kegiatan pembicaraan tingkat I meliputi: 
a. pengantar musyawarah 155, dengan memperhatikan asal 

Rancangan Undang-Undang: 
DPR, maka DPR memberikan penjelasan dan presiden me­
nyampaikan pandangan, kecuali jika berkaitan dengan ke­
wenangan DPD, maka DPR memberikan penjelasan serta 
Presiden dan DPD menyarnpaikan pandangan. 

155 Pemaknaan ini berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/2012 tanggal27 Maret 2013 tcrhadap ketentuan Pasal68 ayat (2) Undang-Un­
dang Nom or 12 Tahun 2011. 
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Presiden, maka Presiden memberikan penjelasan dan fraksi 
memberikan pandangan, kecuali jika berkaitan dengan 
kewenangan DPD, maka Presiden memberikan penjelasan 
serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan. 
DPD, dalam hal berkaitan dengan kewenangan DPD, maka 
DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 
menyampaikan pandangan. 

b . pembahasan daftar inventarisasi masalah156
, berdasarkan asal 

Rancangan Undang-Undang: 
DPR, maka yang mengajukan pembahasan adalah Presiden 
danDPD. 
Presiden, maka yang mengajukan pembahasan adalah DPR 
danDPD. 
DPD, yang berkaitan dengan kewenangannya, maka yang 
mengajukan pembahsan adalah DPR dan Presiden. 

c. penyampaian pendapat mini, merupakan akhir pembicaraan 
tingkat I disampaikan oleh: 
a. fraksi ~ 

b. DPD G ika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan 
kewenangan DPD); dan 

c . Presiden. 

II. Pembicaraan tingkat II, merupakan pengambilan keputusan 
dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a . penyampaian 
laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat 
mini ·DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pemyataan 
persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota 
secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripuma157

; 

156 Pcmaknaan ini berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/20 12 tanggal 27 Maret 2013 terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Un­
dang Nomor 12 Tahun 2011 . 

157 Perhatikan kctentuan Pasal69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nom or 
12 Tahun 2011 : Jika persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mu­
fakat, pengarnbilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, namunjika tidak 
mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang 
tersebut tidak boleh diajukan lag i dalam persidangan DPR masa itu. 
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dan c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan 

oleh menteri yang ditugasi. 

Penarikan Kembali Rancangan Undang-Undang 

Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum 

dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD (jika 

Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber day a alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah).158 

Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya 

dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, 

Presiden, dan DPD (jika Rancangan Undang-Undang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah) .159 

Penetapan Peraturan Pelaksana Undang-undang 

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu 

penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dikecualikan 

j ika penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas 

perintah suatu Undang-Undang. 

158 Pemaknaan ini bcrdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/2012 tanggal27 Maret 2013 terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (l) Undang-Un­
dang Nom or 12 lahun 20 II . 

159 Pemaknaan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013 terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (2) 
Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 . 
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Pengesahan dan Pengundangan 

Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis 
yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
dan mengikat secara umum membutuhkan adanya pengundangan. 
Adapun maksud dan tujuan dari pengundangan adalah "Agar 
setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus 
diundangkan", Hal ini akan memiliki akibat hukum atau berlakunya 
berdasarkan fiksi hukum bahwa dengan telah diundangkannya 
Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi, maka 
setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Peraturan Perundang­
undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada 

tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi berlakunya 
Peraturan Perundang-undangan tidak selalu sama dengan tanggal 
pengundangan. Hal ini dikarenakan untuk berlakunya suatu 
peraturan perundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan 
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang­

undangan tersebut. 
Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang­

undangan dalam Lembaran N egara Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 
Daerah, atau Berita Daerah. Dalam hal ini berkaitan dengan 
pengundangan Undang-Undang maka penempatan Undang­
Undang yang telah diundangkan adalah dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dibahas dalam uraian 
selanjutnya dibawah ini. 

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk 
disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan 
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undang-undang yang telah disetujui bersama dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
persetujuan bersama dalam bentuk naskah Rancangan Undang­
Undang guna disahkan oleh Presiden. Pengesahan dimaksud adalah 
pembubuhan tanda tangan Presiden. 

Untuk kepentingan tersebut, Menteri Sekretaris Negara 
melakukan penyiapan naskah rancangan undang-undang guna 
disahkan oleh Presiden. Naskah rancangan undang-undang 

disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang dengan 
membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan oleh Presiden 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui 
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Naskah 
undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dibubuhi 
nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara, dan selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan. 

Dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani 
oleh Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang­
undang dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan bagi 
rancangan undang-undang menyatakan: "Undang-Undang ini 
dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal20 ayat (5) UUD 1945" 
yang dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum 
pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. · 

Naskah undang-undang yang telah dibubuhi kalimat pe­
ngesahan dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris 
Negara, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diun­
dangkan. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 
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10 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
DAERAH 

1{J emikiran melaksanakan pembangunan hukum nasional 
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem 
hukum nasional berdasarkan UUD 1945 salah satunya 

adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud mengikat 
semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang­
undangan hingga ke daerah. 

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan 
konsekuensi logis dari dibentuknya pemerintah Negara Indonesia 
yang dalam menjalankan pemerintahan nasional membentuk 
Daerah dengan Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut 
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang 
seluas-luasnya berdasarkan prinsip negarakesatuan. Dalam negara 
kesatuan kedaulatan hany a ada pad a pemerintahan negara a tau 
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. 
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Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan 
daerah dalam negara hukum tetap harus didasarkan atau sesuai 
dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan 
dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, 
seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung 
jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada 
ditangan Pemerintah Pusat. 

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan 
merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan 
dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah 
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya 
adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, 
inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan 
nasional di tingkat lokal yang mendukung pencapaian tujuan 
nasional secara keseluruhan. 

Ketentuan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kotra mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur oleh undang-undang. Daerah sebagai satu 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang 
mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan 
masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan 
hukum nasional dan kepentingan umum. • 

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada 
Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, 
maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus 
memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika 
membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan 
Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknyajuga memperhatikan 
kepentingan nasional. 
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Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara 
kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan. Pasal 236 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, Untuk menyelenggarakan Otonomi 
Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan 
Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama kepala Daerah, yang memuat materi muatan tentang: 
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan TugasPembantuan, 
dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, selain materi muatan lokal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat 
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam 
pelaksanaanny a dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi 
dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan 
ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan 
nasiona! maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan 
penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD 
dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan 
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Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan 
demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai 
mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD 
mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran 
dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi 
pelaksanaan atas Peraturan daerah dan kebijakan Daerah. 

Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 
mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya 

tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara 
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 
dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat 
oleh Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum menjadi 
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait 
pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin 
hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar 
golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bemegara serta 
memfasilitasi kehidupan demokratis. 

Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di 
Daerah melimpahkan kepada gubemur sebagai kepala pemerintahan 
provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan 
kabupaten/kota. Dengan mengingat pada kondisi geografis dan demi 
terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, 
Presiden sebagai penanggung j awab akhir pemerintahan secara 
keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk 
bertindak atas nama Pemerintah Pusat, meskipun peran ini untuk 
mengambarkan bahwa sebenarnya hubungan gubernur dengan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah bersifat hierarkis. 

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara 
Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar 
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hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah 
sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari 
Daerah tersebut. 

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku 
dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun 
demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah 
sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak 
boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur 
dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. 

Sarna halnya dengan Daerah melaksanakan Otonomi Daerah 
yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan 
pemerintahan, maka tanggung jawab akhir penyelenggaraan 
pemerintahan ada di tangan Presiden. Demikian pula dalam 
pembentukan Peraturan Daerah untuk melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki 
konsekuensi logis yang sama, dalam pembuatan Peraturan Daerah. 

Ada kewenangan pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebelum 
Peraturan Daerah mendapat persetuj uan bersama antara pemerintah 
daerah dengan DPRD, melakukan evaluasi, dan membatalkan suatu 
Peraturan Daerah ada ditangan Presiden. Peraturan Daerah yang 
diangg~p "bertentangan" akan terevaluasi dan dapat dibatalkan 
oleh Presiden. Kewenangan Presiden ini dilimpahkan kepada 
Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas 
Otonomi Daerah (Menteri Dalam Negeri) untuk Peraturan Daerah 
Provinsi, dan gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah 
untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Narnun demikian, untuk menghindari terjadinya kesewenang­
wenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah, untuk Pemerintah 
Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan langsung kepada 
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Presiden, sedangkan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. 
Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang 
diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi dan keadilan sistem hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan negara perlu adanya jaminan kepastian hukum atas 
pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode 
yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , kepentingan 
umum dan/atau kesusilaan. 

Contoh yang dapat diungkapkan adalah berkaitan dengan 
peristiwa Juni 2016, bahwa Pemerintah (baca: Presiden dalam 
hal ini Menteri dalam negeri) sebagai pihak yang berwenang 
telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang dianggap telah 
mengganggu iklim ekonomi dan investasi. Pendekatan executive 
review atau pengujian sebuah aturan yang dilakukan oleh 

pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 sebagai bagi an dari mekanisme pengawasan pus at atas daerah. 
Apakah pembatalan ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011? Memang· masih menyisakan 
"pembahasan" tersendiri terutama terhadap alasan pembatalan. 

Pembatalan bukan merupakan hal baru, seperti halnya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2002 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Produksi Kayu Atas 
lzin Pemanfaatan Hasil Rutan Kayu Pada Tanah Milik, dalam 
konsiderans menimbang dikemukakan bahwa Peraturan Daerah ini 

190 I Pembentukan Peraturan 
Pusat, Daerah dan Desa 



bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diktum pertama 
keputusan ini menetapkan: «pembatalan, dengan alasan 
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 karena 
pengendalian pemafaatan hasil hutan kayu pada tanah milik tidak 
layak dikenakan retribusi, karena biaya untuk yang menjadi beban 
daerah dalam penyelenggaraan izin dan biaya untuk menanggulangi 
dampak negatif dari pemberian ijin tidak besar. 

Peraturan Daerah dalam perspektif sistem peraturan perun­
dang-undangan merupakan: 
1. salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara 

hirarki posisinya berada di bawah Undang-Undang; dan 
2. peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah. 

Peraturan Perundang-undangan produk hukum daerah secara 
hierarki meliputi jenis: 
1. Peraturan Daerah Provinsi; 
2. Peraturan Gubemur; 
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
4. Peraturan Bupati/Wali kota . 

. 
PERATURAN DAERAH 

• Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan Peraturan 
Daerah 
Pada prinsipnya asas pembentukan dan materi muatan 

Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia. 163 

Ketentuan Pasal 236 U ndang-U ndang Nom or 23 Tahun 20 14 
menentukan kepentingan daerah dalam membentuk Peraturan 
Daerah, yaitu "Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk 
menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, 
dengan materi muatan a. penyelenggaraan Otonomi Daerah 
dan Togas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut keten­
tuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain 
itujuga dapat memuat materi muatan lokal sesuai den~:an ke­
tentuan peraturan peryndan~:-undan~:an." 

Namun demikian "dapat memuat materi muatan lokal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tetap harus 
dipahami membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, 
agar dapat berlaku dan berg una seperti halnya tetap memperhatikan 
ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pancasila sebagai Cita 
Hukum (rechtsidee) dan " Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan 
Perundang-undangan." Pengertian ini memberikan makna bagi 
Peraturan daerah tetap harus juga sesuai Pancasila dan UUD 1945 
dalam pembentukannya. 

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) selaku penyelenggara P~merintahan Daerah 
membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah 
dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi 
dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. 
Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam 
batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun 

163 Perhatikan kctentuan Pasa1237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, scbagaimana te1ah diubah terakhir kalinya dengan 
Undang-Undang Nom or 9 Tahun2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah. 
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demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah 
sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak 
boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur 
dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. 164 

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari 
kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan, 
sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan 
ada di tangan Presiden. Kewenangan ini berlaku secara terstruktur 
sebagai konsekuensi logis, bahwa jika Peraturan Daerah melanggar 
materi muatannya akan dibatalkan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan, yaitu pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan 
oleh Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab 
atas Otonomi Daerah dan untuk pembatalan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubemur selaku Wakil Pemerintah 
Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang­
wenangan dalam pembatalan, maka terhadap Peraturan Daerah 
Provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat mengajukan keberatan 
kepada Presiden, demikian pula untuk Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri . 

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan perlu adanya pelaporan Peraturan Daerah dari setiap . 
daerah, setiap Peraturan Daerah yang akan diundangkan harus 

164 Perhatikan konsiderans menimbang huruf a Peraturan Menteri Da­
lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang menyatakan: a. bahwa untuk men­
jamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan 
pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum dan/atau kesusilaan. 
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mendapatkan nomor register terlebih dahulu. 165 Peraturan Daerah 
Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, 
sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan 
nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
Dengan adanya pemberian nomor register terse but akan terhimpun 
informasi mengenai keseluruhan Peraturan Daerah yang dibentuk 
oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan Daerah secara 
nasional. 

Padahal berawal dari perencanaan penyusunan Peraturan 
Daerah yang dilakukan dalam "Program Pembentukan Peraturan 
Daerah" 166 sebenarnya dapat diketahui apakah suatu Peraturan 
Daerah berada dalam kesatuan sistem hukum nasional ataukah 
tidak, karena Program ini disebarluaskan dengan memuat judul 
Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya 
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sebagaimana 
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan 
melalui Program .Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 
sebagai instrumen perencanaan program pembentukan perda 
provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, 
terpadu, dan sistematis. 

Sebagaimana dengan Undang-Undang, Pembentukan per­
aturan Daerah merupakan pembuatan pe~aturan perundang­
undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

165 Perhatikan kctcntuan Pasal243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pcmerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pembcrian no­
mar register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembcntukan produk hu­
kurn daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai 
produk hukum daerah. 

166 Istilah baru bagi "Program Legislasi Daerah" dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No­
mar 80 Tahwt2015, yang disingkat dcngan "Prop<..wperda". 
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Pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan 
Daerah yang disebut dengan Produk Hukum Daerah secara khusus 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015, meliputi Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan 
dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan 
meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala 
Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, 
sedangkan yang berbentuk penetapan yang tidak lain adalah 
keputusan meliputi Keputusan KepalaDaerah, Keputusan DPRD, 
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan 
DPRD. 

Dalam pembahasan ini hanya terbatas pada Peraturan Daerah 
sebagai produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Materi 
muatan yang dapat dimuat dalam Peraturan Daerah meliputi : a. 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. 
penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, selain materi muatan lokal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah 
memiliki hierarki yaitu Peraturan Daerah Provinsi memiliki 
hierarki lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah kabupaten/ 
kota, sehingga materi muatan yang dikandung dalam Peraturan 
Daerah Provinsi berbeda dibandingkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 167 

167 PerAatikan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Da­
lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, bahwa Peraturan Daerah Provinsi memuat materi 
muatan untuk mengatur: a . kewenangan provinsi; b. kewcnangan yang lokasinya lintas 
daerah kabupatenlk.ota dalam satu provinsi; c. kewenangan yang penggunanya lintas 
daerah kabupatenlk.ota dalam satu provinsi; d. kewenangan yang manfaat atau dampak 
negatifnya lintas daerah kabupatcn/kota dalam satu provinsi; dan/atau e. kewenangan 
yang penggunaan sumber day any a lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi, 
sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten!Kota memuat materi muatan untuk mengatur: 
a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupat­
en/kota; c. kewenangan yang pcnggunanya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenan­
gan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupatenlkota; dan/ 
atau c. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya Iebih efisien apabila dilakukan 
oleh daerah kabupaten/kota. 
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Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal 
dari kepala daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala 
daerah kepada pimpinan DPRD, demikian pula yang berasal dari 
DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD 
kepada kepala daerah. Surat pengantar memuat: a. latar belakang 
dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 
c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan 
substansi rancangan peraturan daerah. Dalam hal rancangan 
disusun berdasarkan naskah akademik, maka naskah akademik 
yang bersangkutan disertakan juga. Selanjutnya kepala daerah 
membentuk tim dalam pembahasan di DPRD yang diketuai oleh 
sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketua tim melaporkan 
perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan kepada 
kepala daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan. 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 
DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui 2 (dua) tingkat 
pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat 
II. 
Pembicaraan tingkat 1, meliputi : 
a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari kepala 

daerah dilakukan dengan: 
1. penjelasan kepala daerah dalam rap'tt paripuma mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah; 
2. pemandangan umum fraksi terhadapRancangan Peraturan 

Daerah; dan 
3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap 

pemandangan umum fraksi. 
b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD 

dilakukan dengan: 
1 . penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, 
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pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam 
rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 

2. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat 
kepala daerah. 

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau 
panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah 
atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. 

Pembicaraan tingkat II, mehputi: 
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripuma yang didahului 

dengan: 
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan 

gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi 
pendapat fraksi dan basil pembahasan; dan 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh 
pimpinan rapat paripuma. 

b. pendapat akhir kepala daerah. 

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah 
untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. Dalam hal tidak mendapat persetujuan bersama, tidak 
boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. 

Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah 

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum 
dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah, j ika oleh kepala 
daerah disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan 
penarikan, demikian pula jika oleh DPRD dengan keputusan 
pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Untuk 
Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat 
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala 
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daerah yang tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan 
Daerah hanya dapat dilakukan dalam rapat pari puma DPRD yang 
dihadiri oleh Kepala daerah, diatur dengan Peraturan DPRD. 
Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat 
diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 

Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah ber­
bentuk Peraturan 168 

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah 
berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam 
Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, sedangkan di 
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. 

Pembinaan merupakan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan 
Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah 
daerah dengan DPRD. Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan 
Daerah tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah 
yang dilakukan evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan 
paling lama IS (lima betas) hari setelah diterima. 

Apabila fasilitasi tidak diberikan hingga tenggang waktu 
yang ditentukan, maka terhadap rancangan Peraturan Daerah 

dilanjutkan ketahapan persetujuan bersama antara kepala daerah 
dan DPRD. Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah untuk provinsi 
dibuat dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas 
nama Menteri Dalam Negeri , sedangkan untuk kabupaten/kota 
dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur 
untuk penyempumaan rancangan produk hukum daerah berbentuk 
peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya 
pembatalan. 

168 Pcmbinaan unn1k menghindari pembatalan Peraturan Daerah scbagaimana 
diaturdalam Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 

Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan 
evaluasi merupakan kegiatan untuk menjamin Peraturan Daerah 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga harus 
diperhatikan ketentuan Pas at 250 ayat (1) Undang-Undang Nom or 
23 Tahun 2014, menentukan, bahwa: "Peraturan Daerah ... dilarang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentinean umum, dan/atau kesysilaan." 

Adapun yang dimaksud dengan "kesusilaan" adalah norma 
yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang 
baik, dan tata krama yang luhur, sedangkan yang dimaksud dengan 
kepentingan umum, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 
250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menentukan 
bahwa yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan 
umum adalah kebijakan yang menyebabkan: terganggunya 
kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap 
pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban urn urn, 
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender." 

Mer:teri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan 
peraturan daerah provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi 
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan : a. 
undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan b. peraturan 
perundang-undangan lainnya. Evaluasi rancangan peraturan daerah 
sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah 
terdiri atas: a . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD), yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk peri ode 20 ( dua 
puluh) tahun; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD), yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun; c. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), 
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. 
pajak daerah; e. retribusi daerah; dan f. tata ruang daerah. 

Selain sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan 
daerah, evaluasi juga sesuai peraturan perundang-undangan lainnya 
antara lain: a. rencana pembangunan industri; dan b. pembentukan, 
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa 
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa. 

Provinsi 

1. Rancangan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang: 
a. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksa-

naanAPBD, 
b. pajak daerah, 
c. retribusi daerah, 
yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala 
daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan paling lama 3 
(tiga) hari untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina 
Keuangan Daerah yang berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan 
untuk dievaluasi. 

2. Rancangan peraturan daerah provinsi yapg mengatur tentang: 
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a. RPJPD, 
b. RPJMD, dan 
c. tata ruang daerah, 
yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala 
daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan paling lama 3 
(tiga) hari untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah yang berkoordinasi dengan menteri 
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata 
ruang untuk dievaluasi . 

3. Rancangan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang 
rencana pembangunan industri yang telah disetujui bersama 
sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris 
Jenderal dan paling lama 3 (tiga) hari untuk disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang perindustrian untuk dievaluasi. 

Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ditetapkan de-
ngan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi, dihar­
monisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro 
Hukum Kementerian Dalam Negeri . 

Kabupaten/Kota 

Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah 
kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelurn 
ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang: 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; 
c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 
d. pajaR daerah; 
e . retribusi daerah; 
f. tata ruang daerah; 
g . rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan 
h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau 

perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan 
menjadi Desa. 

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota harus mendapat 
evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum 
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ditetapkan oleh bupati/wali kota. Gubemur sebagai wakil Pemerin­
tah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota tentang: 
a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri 

Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan 
Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang keuangan~ dan 

b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri 
melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan 

selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan men­
teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata 

ruang. 

Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada 
Menteri Dalam Negeri dalam bentuk penyampaian keputusan 
gubernur tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/ 
kota untuk dilakukan pengkajian. Konsultasi ke Kementerian Dalam 

Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi 

hukum provinsi. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan peraturan 

daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, 
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa 
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Nomor Register terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang 
dievaluasi 

Nomor register (noreg) adalah pemberian nomor dalam rangka 
pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah 
rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum 
dilakukannya penetapan dan pengundangan. 
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Hasil evaluasi berupa: 
1. rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan 
umum, diikuti dengan pemberian nomor register (noreg). 

2. rancangan peraturan daerah tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau 
kepentingan umum, kepala daerah bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
hasil evaluasi diterima. 

Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat 

Jenderal Otonomi Daerah dan Bupati/walikota mengajukan 
permohonan noreg kepada gubemur, setelah kepala daerah bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan 
daerah yang dilakukan evaluasi. 

Nom or Register Terhadap Rancangan Peraturan Daerah lain­
nya 

Rancangan peraturan daerah provinsi wajib disampaikan 
gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Rancangan peraturan 
daerah kabupaten/kota wajib disampaikan bupati/walikota kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam waktu paling lama 
3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan peraturan daerah 
dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg. 

Pemberian Nom or Register, Penetapan, Penomoran, Pengun­
dangan dan Autentifikasi 

Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan 

peraturan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat memberikan noreg rancangan peraturan daerah kabupaten/ 
kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan peraturan daerah 
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1 1 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
DIDESA 

10 erihal jenis peraturan perundang-undangan yang disebut 
dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 yaitu peraturan yang ditetapkan oleh "Kepala 

Desa atau yang setingkat" merupakan peraturan yang diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Asalkan atau sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang­
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan 

untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 
8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Peraturan Kepala Desa termasuk dalam peraturan untuk me­
nyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan 
dan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
atau Peraturan Bupati/Walikota, dalam kenyataan yang berlaku 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

BAB 11 I 
Peraturan Perundang-undangan di Desa 223 



peraturan dimaksud adalah untuk melaksanakan Peraturan Desa. 
Permasalahannya adalah "Peraturan Kepala Desa merupakan 

pelaksanaan dari Peraturan Desa" sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Seharusnya eksplisit menyebut Peraturan 
Desa peraturan perundang-undangan menurut pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bukan peraturan kepala 

desa. Namun demikian pengaturan Desa dalam bentuk Undang­
Undang akan berkedudukan sebagai undang-undang baru yang 
mengenyampingkan undang-undang lama, sehingga terhadap 
"materi yang sama" berlaku peraturan perundang-undangan 
terbaru. 

Keberadaan Undang-Undang ini karena kenyataan desa atau 
yang disebut dengan nama lain sebenarnya telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sehingga keberadaannya 
wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 
hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pada dasarnya penempatan Peraturan Desa tidak dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan secara eksplisit menunjukkan 
adanya konsekuensi hukum baru berlakunya pemerintahan lain di 
luar pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terlebih lagi dengan telah . 
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
yang menyangkut mengenai pemerintahan des a khususnya terkait 
dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

Peraturan Desa tersebut merupakan kerangka hukum 
dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai 
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki desa 
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
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pemerintahan daerah. Peraturan Desa sebagai sebuah produk 
hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Namun demikian 
Peraturan Desa juga sebagai sebuah produk politik, Peraturan Des a 
diharapkan dapat diproses pembentukkannya secara demokratis 
dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan 
partisipasi masyarakat Desa. 

Ketentuan Pasal1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 menentukan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyeleng­
garaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan desa atas peraturan 
perundang-undangan dan melaksanakan pembangunan hukum 
nasional dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan 
hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 
1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan perlu 
adanya Peraturan Des a. Adapun yang dimaksud dengan Peraturan 
Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang­
U ndang Nom or 6 Tahun 2014 adalah peraturan perundang­
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Masyarakat Desa secara mandiri ataupun melalui fungsi 
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk 
mengusvlkan atau memberikan masukan kepada Kepala Des a dan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan 
Desa yang dalam pelaksanaannya Peraturan Desa senantiasa 
diawasi oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan 
Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. 

Ketentuan Pasal69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 menyebutkan bahwa ada berbagai jenis peraturan yang ada 
di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Bersama Kepala 
Desa dan Peraturan Kepala Desa. Selanjutnya apakah penjabaran 
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ini merupakan hierarki peraturan-peraturan yang ada di desa, 
secara logika hukum tentunya bergantung pada kewenangan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, sehingga kekuatan hukumnya 
sesuai dengan jenis peraturan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (12) 
U ndang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 bahwa peraturan kepala desa 
adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Desa yang ditetapkan 
Kepala Desa sebagai aturan pelaksananya. Kedudukannya menjadi 
sejenjang dalam hierarkhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 
70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan 
bahwa Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih 
yang melakukan kerja sama antar-Desa. Peraturan bersama Kepala 
Desa merupakan perpaduan kepentingan antar-desa dimaksud yang 
ditetapkan bersama oleh kepala-kepala desa. 

Hal-hal yang pernah ada dari sisi Peraturan Perundang­
undangan176: "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat 
oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan 
kepala desa atau nama /ainnya" dikelompokan dalam kelompok 
Peraturan Daerah, demikian juga penegasan "Ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan 
yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten!kota 
yang bersangkutan", bahkan ada penegasan materi muatan yang 
dikandungnya bahwa "Materi muatan Peraturan Desa/yang 
setingkat adalah selumh materi dalam rangka penyelenggaraan 
urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Pemndang-undangan yang lebih tinggi". 

176 Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 
lO Tahun 2004 yang tclah digantikan olch Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011. 
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kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang". 

Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) antara Jain 
merupakan penegasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa dalam kelembagaan Desa, yang terdiri atas Pemerintah Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan 
Desa, dan lembaga adat. 

Jika dijabarkan maka deskripsi masing-masing yang 
terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai 
berikut: Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa 
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala 
Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai 
kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat 
dan sebagai pemimpin masyarakat. ; Badan Permusyawaratan 
Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang 
turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.; Lembaga kemasyarakatan 
Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa (seperti 
rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, 
karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang 
disebut dengan nama lain) bertugas membari.tu Pemerintah Desa 
dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.; 
dan Lembaga Adat Des a merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat Desa melalui hak dan kewenangan 
mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan 
hukum adat yang berlaku. 

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah 
Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. 
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Kepala Desa yang bersifat mengatur kerja sama antar-Desa, 
selain hal terse but juga materi muatannya merupakan perpaduan 
kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa. 

PERATURAN DESA 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa 
merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan 
Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang 
dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi. 

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh 
merugikan kepentingan umum, yaitu: a. terganggunya kerukunan 
antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan 
publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. 
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa; dan e. diskriminasi terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. 

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses 
secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa 
mempunyai hak untuk mengusulkan atau ~emberikan masukan 
kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
proses penyusunan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan 
hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya 
diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusy awaratan De sa. 
Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa 
dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa 
setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan 
masyarakat Desa. 
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Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa 
berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran 
dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki . Itulah salah 
satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan 
Des a. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga 
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara 
partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. 

Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 
Demikian pula Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan 
rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa. 

Ketentuan Pasal4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor Ill Tahun 2014 menentukan materi muatanPeraturan Desa 
yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran 
lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Adapun Kewenangan desa menurut ketentuan Pasal 18 Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 rnenentukan bahwa "Kewenangan 

Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa." 

Ketentuan Pasal ini nampaknya dideskripsikan lagi lebih 
meliputi detail per-kewenangan dalam Pasal 19 Undang-Undang, 
Nomor 6 Tahun 2014, meliputi : . 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul. 

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang 
masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 
antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, 
pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan 
dalam kehidupan masyarakat Desa. 
Pelaksanaan kewenangan ini diatur dan diurus oleh Desa. 
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12 
PENYEBARLUASAN DAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN 
PER UN DANG-U NDANGAN 

1fJ 
embentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 
adalah yang dilakukan dengan mengetengahkan peran 
serta masyarakat181

. Kepentingan peran serta masyarakat 
telah menjadi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang­
undangan, terutarna dalam pembentukan peraturan perundang­
undangan yang dapat diternukan pada Pasal 96 ayat (1) Undang­
Undang Nornor 12 Tahun 2011, bahwa "Masyarakat berhak 

memberik-an masukan secara lisan dan/atau tertulis dalarn 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan. ". 

Sebagaimana diketahui, Pernbentukan peraturan perundang­
undangan adalah pernbuatan Peraturan Perundang-undangan yang 
diawali dari tahapan perencanaan, penyusunan, pernbahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan hingga pengundangan peraturan 
perundang-undangan. Jadi partisipasi masyarakat untuk berperan 
serta, terutama bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan 

181 Maria Farida Indriati Soeprapto II, Op.Cit., h. 256. 

BAB12 
Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 241 



atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah 
dalam keseluruhan tahapan pembentukan peraturan perundang­
undangan dari yang akan erjadi hingga terjadi atau terbentuknya 
peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat 
berpartisipasi dalam memberikan masukan setiap Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah 
oleh masyarakatm. 

Partisipasi masyarakat dalam Negara Hukum yang Demokratis 
memiliki hakekat yang berkaitan dengan kedaulatan hukum, 
yaitu keterbukaan pemerintah bagi peran serta atau partisipasi 
masyarakat dalam pemerintahan, khususnya dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 

Partisipasi masyarakat menjadi hak dasar untuk ikut serta 
terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (dalam hal ini 
pembentukan peraturan perundang-undangan) yang menjadi amanat 
UUD 1945 dan diterjemahkan menjadi ketentuan pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam bah penyebarluasan dan bab 
partisipasi masyarakat. Penyebarluasan dan Partisipasi masyarakat, 
sebenarnya merupakan hal yang berbeda, namun dapat dipahami 
dalam tujuan dan esensi yang sama, agar masyarakat dapat 
mengetahui pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan Pasal88 dan Pasal92 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, terutama terkait dengan peny~barluasan bukanlah 
dalam arti sempit, sekadar sosialisasi namun untuk memberikan 
informasi dalam satu sisi dan pada sisi yang lain pemerintah 
mendapatkan masukan dari masy arakat sebagai bentuk partisipasi 
yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 183. Pelaksanaan ketentuan ini di mulai sejak 

dilakukannya atau dalam tahapan perencanaan. 

182 Perhatikan ketentuan Pasal96 ayat ( 4) Undang-Undang Nom or 12 TahlU120 11. 
183 Ketentuan Partisipasi Masyarakat ini telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahtu1 2022. 
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Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang dipandang 
demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam 

proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat yang 
diberdayakan untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi tanggung jawab 
warga masyarakat, yaitu memberikan masukan yang dibutuhkan 
masyarakat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat 
akan menyebabkan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat 
di laksanakan. 

Philipus M . Hadjon 184 mengemukakan, bahwa konsep 
partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, 
baik "openheicl' maupun "openbaar-heicl' sangat penting artinya 
bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Sendi 
utama negara hukum adalah hukum merupakan sumber tertinggi 
(supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme 
hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar-anggota 
masyarakat yang satu dengan yang lainnya18s. 

Untuk dapat berpartisipasi perlu adanya penyebarluasan186, 

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 88 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan 
" kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat ... agar 
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan .... " 
KetentJ.Ian Pasal 88 ayat (2) menegaskan "Penyebarluasan .. . 
dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh 
masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan." 
Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD187

, dan Pemerintah. 
184 Philipus M. Hadjon, "Kcterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemer­

intahan Yang Demokrntis", Pidato, diucapkan da1am Lustrum III Ubhara Surya, h. 4-5. 
185 Bagir Manan II, Op.Cit. , h. 245. 
186 Perhatikan ketentuan Pasa1 88 dan ketentuan Pasal 170 Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014. 
187 Penyebarluasan dilakukan o1eh DPR, DPD, dan Pemerintah, perhatikan Pu­

tusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tangga127 Maret 2013 terhadap 
ketentuan Pasal 88 ayat ( 1) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
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Permasalahan selanjutnya dari penyebarluasan adalah sarnpai 
sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan ( dalarn hal ini U ndang-U ndang dan 
Peraturan Daerah)?188 Jawaban mendasar untuk dapat berpartisipasi 
tentunya masyarakat harus tahu terlebih dahulu penelitian dan 
kajian permasalahan yang menyebabkan diperlukan peraturan 
perundang-undangan tersebut, karena dari hal inilah masyarakat 
dapat memahami dan memberikan masukannya. 189 

Jadi dalam penyebarluasan untuk mendapatkan partisipasi 
masyarakat tidak cukup hanya dengan "menyebarkan" rancangan 
peraturan perundang-undangan190, namun juga Naskah Akademik 
yang mendasarinya (bagi Undang-Undang dan Peraturan Daerah) 
atau Penjelasan atau keterangan tertentu yang menyertai peraturan 
perundang-undangan tersebut atau juga minimal sejenis "Naskah 
Akademik" seperti konsepsi rancangan Undang-Undang191 yang 
meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan~ b. sasaran yang 
ingin diwujudkan~ dan c. jangkauan dan arah pengaturan. 

Sesungguhnya partisipasi masyarakat dapat dijaring dalam 
proses penelitian dan kajian dalam rangka penyiapan konsep 
Naskah Akademik dan konsep rancangan dibuat guna menghindari 
"asal buat" atau "yang penting ada jilidan naskah akademik", 
karena di sinilah ada kegiatan partisipasi untuk menentukan urgensi 
pembentukan rancangan, seperti diskusiifocus group discussion 
dengan para pakar, pemangku kepentingan, gan pihak-pihak yang 
terkena dampak langsung. 

188 Maria Farida lndriati Socprapto II, Op.Cit., h. 263. 
189 Perhatikan "Identifikasi masalah" Naskah Akademik pada Lampiran I Un­

dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . 
190 Perhatikan ketcntuan Pasal 89 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Un­

dang Nomor 12 Tahun 20 11 dan Pasa1174 ayat ( 1) Peraturan PresidenNomor 87 Tahun 
2014: "Pcnyebarluasan Rancangan Undang-Undang .. . . ", bahkan ketcntuan Pasal l74 
ayat (2) Peraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014 menentukan, bahwa: "Rancangan 
Undang-Undang yang disebarluaskan merupakan Rancangan Undang-Undan~ yang 
sedang dalam proses penyusunan a tau pcmbahasan." 
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1 91 Perhatikan ketcntuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No mar 12 Tahun 2011 . 
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Ide negara hnknm sangat terkait dengan positi\·isme 

hukum yang meml>awa kons(>kuensi bahwa hukum harus 

dibentnk secara sadar oleh Pembentuk peraturau 

perundang-undangan. 

Hal ini menyebabkan kedndukan peraturan p(>nmdang-

undangan menjadi sangat strategis sel>agai rangkaian 

kegiatan dan usaha yang terarah mennrut tatanan 

lmknm nasional. Tulisan ini mernpakan usaha merekam 

bahan dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan yang senantiasa mengalami penJ·esnaian 

dalam praktekn)·a, sebagaimana diketahui bahwa 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, telah mengalami 

perubahan mendasar terlebih dengan adanya metoda 

omnibus law dalam program pembentukan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 

~omor 13 Tahun 2022. 
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